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ABSTRACT

THE ROLE OF LEADERS IN EFFORT TO OPTIMIZE SERVICES FOR

INCREASING TAX REVENUE IN DENPASAR BARAT TAX OFFICE

Made Sairia Pramanda Putra
satriamade(@gmail.com

Graduate Studies Program
Universitas Terbuka

This study aims to find out and analyze the role of leaders in efforts to optimize
services for increasing tax revenue. This study aims to (1) find out the role of leaders
in efforts to optimize services for increasing tax revenues in Denpasar Barat Tax
Office, (2) analyzing the drivers of efforts to optimize services to increasc tax
revenue, and (3) analyze the inhibiting factors of efforts optimization of services to
increase tax revenues and develop strategies that should be applied to reduce the
inhibiting factors.

This research uses qualitative research methods where data collection 1s done
through interviews, observation, and documentation. The validity of the data used 1s
by applying source triangulation. In order to form a sample in this research. non
probability sampling 1s used. Regarding non-probability sampling consists of several
techniques or approaches, then in the formation of samples i this research, purposive
sampling technique was chosen. This research took place at Denpasar Barat Tax
Office.

The results obtained from this research indicate that the role of ieaders in ettorts
to optimize services to increase tax revenue in Denpasar Barat Tax Office are players
as leaders as (1) Innovators, (2) Initiators, (2) Mediators and (4) Facilitators.
Meanwhile, the driving and mhibiting factors in efforts to optimize services to
increase tax revenues in Denpasar Barat Tax Office are divided into external factors
and mternal factors. Departing from these factors, then a strategy was formulated to
reduce these inhibiting factors.

Keywords: Role of Leaders, Services, Tax Revenue.
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ABSTRAK

PERAN PEMIMPIN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PELAYANAN GUNA
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA DENPASAR
BARAT

Made Satria Pramanda Putra
satriamade(@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemimpin
dalam upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak. Penelitian
i bertujuan untuk (1) mengetahui peran pemimpin dalam upaya optimalisasi
pelayanan untuk peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat, (2)
menganalisis faktor-faktor pendorong upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan
penerimaan pajak, dan (3) menganalisis faktor-faktor penghambat upaya optimalisasi
pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak dan menyusun strategi vang
seharusnya diterapkan untuk menurunkan faktor penghambat tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data yang
digunakan adalah dengan menerapkan triangulasi sumber. Dalam rangka
pembentukan sampel pada penelitian i, dipergunakan non probability sampling.
Sehubungan dalam non probability sampling terdiri dari beberapa teknik atau
pendekatan, maka dalam pembentukan sampel pada penelitian ini dipilih teknik
purposive sampling. Penelitian in1 mengambil lokasi di KPP Pratama Denpasar Barat.

Hasil vang diperoleh dari penelitian in1 menunjukkan bahwa peran pemimpin
dalam upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak di KPP
Pratama Denpasar Barat adalah pemain sebagai pemimpin sebagai (1) Inovator, (2)
Inisiator, (2) Mediator dan (4) Fasilitator. Sementara itu, faktor-faktor pendorong dan
penghambat dalam upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak
di KPP Pratama Denpasar Barat terbagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal.
Untuk 1tu, kemudian dirumuskan strategi untuk menurunkan faktor-faktor
penghambat tersebut.

Kata kunci: Peran Pemimpin, Pelayanan, Penerimaan Pajak.

i
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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

i. Sejarah Singkat KPP Pratama Denpasar Barat

Mulai talun 1983, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukar perubahan besar
dengan melaksanakan reformasi pada administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan
diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang berkualitas kepada para pemangku
kepentingan. Hadirnya pelayanan yang berkualitas berujung pada pemngkatan
kepercayaan dan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban
perpajakan. Reformasi perpajakan dimulai dengan perubahan vang sangat mendasar
pada sistem perpajakan, yaitu peralihan official assessment system menjadi self
assessment system. Selain itu, reformasi perpajakan juga ditandai dengan perubahan
struktur organisasi di internal DJP menjadi lebih fokus terhadap aspek pelavanan
vang diberikan kepada wajib pajak. Salah satu bentuk transformas: struktur organisasi
tersebut adalah perubahan Kantor Inspeksi Pajak (KIP) menjadi Kantor Pelavanan
Pajak (KPP).

Setelah melakukan beberapa perubahan, mulai timbul beberapa permasalahan
baru terkait pembentukan KPP. Pada awal reformasi perpajakan, pembentukan KPP
didasarkan pada jenis-jenis pajak. Pembentukan struktur organisasi yang berpatokan
pada jenis pajak, acap kali menimbulkan inefisiensi dalam pelayanan. Penggunaan
format berbasis jenis pajak, tidak optimal mempermudah wajib pajak guna

melaksanakan kewajiban perpajakan.
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Berangkat dari permasalahan tersebut, masih dalam upaya modernisasi maka
dirancanglah suatu skema pembagian KPP yang didasari oleh cakupan wilayah serta
besarnya skala dan jenis bisnis wajib pajak. Pembagian berdasarkan wilayah serta
besaran skala dan jenis bisnis diyakini mampu memberikan pelayanan vang optimal
dan pengawasan kepada wajib pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu
upaya nyata dari reformasi perpajakan adalah dengan pembentukan KPP Pratama
Denpasar Barat.

KPP Pratama Denpasar Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Direktorat
Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ/2007 tanggal 05 November 2007 tentang
penetapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya KPP Pratamma dan
KP2KP di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. dan Kantor Wilayah
Jenderal Pajak Bali. KPP Pratama Denpasar Barat merupakan unit kerja vertikal
Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kantor Wilayah DJP Bali. Saat mular beroperasi
KPP Pratama Denpasar Barat pada tanggal 11 Desember 2007.

KPP Pratama Denpasar Barat menjalankan tugas pokok dan fungs: guna
memberikan pelayanan kepada wajib pajak pada khususnya dan masyarakat
masyarakat pada umumnya, dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan
menghimpun penerimaan pajak di wilayah kerjanya. KPP Pratama Denpasar Barat
berkedudukan di J1 Raya Puputan Nomor 13, Renon Denpasar. Wilayah kerja KPP
Pratama Denpasar Barat merupakan sektor perkotaan dimana sektor usaha dominan
adalah sektor usaha perdagangan. Sektor usaha tersebut baik berupa sektor

perdagangan usaha besar maupun sektor perdagangan usaha eceran. Sektor usaha
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berikutnya disusul dengan kegiatan jasa lamva dan administrasi pemerintahan.
Wilayah kerja KPP Pratama Denpasar Barat terdiri dari 2 kecamatan, yakni
Kecamatan Denpasar Barat yang mehputi 11 Kelurahan dan Kecamatan Denpasar

Utara vang meliputi 11 Kelurahan. Rincian wilayah kerja KPP Pratama Denpasar

Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Denpasar Barat

T

No | Kecamatan Denpasar Barat Kecamatan Denpasar Utara
1 | Dauh Puri Kangin Dangin Puri Kaja
2 | Dauh Pur1 Kauh Dangin Puri Kangin =~

3 | Dauh Puri Klod | Dangin Puri Kauh

4 | Padangsambian Kaja Dauh Puri Kaja

5 | Padangsambian Klod Peguyangan Kaja

6 | Pemecutan Klod Peguyangan Kangin

7 | Tegal Harum Pemecutan Kaja

8 | Tegal Kerta Ubung Kaja

9 | Dauh Puri eguyangan

10 | Padangsambian Tonja

11 | Pemecutan Ubung

Sumber: Diolah dari Data Profil KPP Pratama Denpasar Barat

KPP Pratama Denpasar Barat, sebagai sebuah organisasi pemerintah dalam
menjalankan tugas dan fungsinya dipimpim oleh seorang kepala kantor. Kepala KPP
Pratama Denpasar Barat merupakan Pejabat Eselon III dengan nama jabatan
“Administrator”. Sejak tahun 2007 sampar dengan saat i, KPP Pratama Denpasar

Barat telah melalui 5 (lima) kali pergantian kepala kantor dengan rincian sebagai

berikut.

a. Tahun 2007 — 2008 dipimpin oleh Drs. Senadi, M.B.A

b. Tahun 2008 — 2010 dipimpin oleh I Gde Putu Suartha

¢. Tahun 2010 — 2011 dipimpin oleh Bambang Doso Susilo

d. Tahun 2011 - 2015 dipimpin oleh Awang Firdaos, SP1, M.Si1.
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2. Struktur Organisasi KPP Pratama Denpasar Barat

Tahun 2015 — 2016 dipimpin oleh Slamet Achmadi, S.E., AK., M.B.T

Tahun 2016 — sekarang dipimpin oleh Drs. | Wayan Sana, M.H.

84

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pembentukan KPP saat im1 tidak lagi

membedakan pelayanan terhadap jenis pajak. Pembentukan KPP dengan pola saat ini

mengakibatkan adanya penggabungan fungsi antara beberapa bentuk organisasi

sebelumnya. Penggabungan yang terjadi adalah antara KPP, Karikpa (Kantor

Pemeriksaan dan Penyidikan) dan KPP Bumi dan Bangunan (KPPBB). Berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK .01/2014 tanggal 17 Oktober 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, struktur orgamisast KPP

Pratama Denpasar Barat adalah sebagai berikut.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Denpasar Barat

KEPALA
KANTOR
KASUBAG UMUM & KI
KASI KASI KASI KASI KASI KASI
PDI PELAYANAN PENAGIHAN PEMERIKSAAN WASKON 1 WASKON T
KELOMPOK KASI KASI
FUNGSIONAL WASKON I1I WASKON IV
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Perubahan struktur organisasi ini, menjadikan pengolahan data menjadi tugas
kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Kemudian, fungsi pengawasan
wajib pajak dan pemberian konsultasi perpajakan yang awalnya tumpang tindih
dilakukan oleh empat seksi, vaitu Seksi PPh OP, Seksi PPh Badan, Seksi Potput PPh,
dan Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, dilakukan sentralisasi menjadi
satu seksi yaitu Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Sekst Waskon).

Saat ini, pembagian tugas Seksi Waskon menjadi, Seksi Waskon 1 untuk layanan
administrasi dan konsultasi wajib pajak, sedangkan Seksi Waskon 2, 3 dan 4 untuk
penggalian potensi perpajakan. Lebih lanjut untuk proses permohonan keberatan,
permohonan pengurangan sanksi, dan proses penyidikan dilakukan oleh Kantor
Wilayah. Sehingga, dengan terwujudnya struktur organisasi ini, terdapat pemisahan

tugas dan fungsi yang jelas dan tegas antara KPP dan Kantor Wilayah.

3. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Denpasar Barat

Berpedoman pada Pasal 38 Peraturan Menteri  Keuangan Nomor
206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tugas KPP Pratama Denpasar Barat
adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Denpasar Barat menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut.

»

Pencarian, pengumpulan dan pengolahan data;

b. Pengamatan potensi perpajakan. penyapan informasi perpajakan, pendataan

objek dan subjek pajak;

c. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

d. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;

e. Penyuluhan perpajakan;

f.  Pelayanan perpajakan;

g. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak:

h. Pelaksanaan ekstensifikasi;

1. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

J. Pelaksanaan pemeriksaan pajak:

k. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;

I.  Pelaksanaan konsultasi perpajakan:

m. Pembetulan ketetapan pajak;

n. Pelaksanaan administrasi kantor.

Selanjutnya, KPP Pratama Denpasar Barat dalam menjalankan tugas memberikan
pelayanan kepada wajib pajak dan masyarakat, guna memenuhi kewajiban
perpajakannya serta menghimpun penerimaan pajak terdiri dari beberapa seksi.
Masing-masing seksi memihiki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing seksi saling bersinergi untuk
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mecapal tujuan organisasi. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi pada

KPP Pratama Denpasar Barat adalah sebagai berikut:

a.  Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI)
Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal memiliki tugas pokok dan fungsi
untuk melaksanakan tugas urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah
tangga dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan, pengendalian intern,
pemantauan pengelolaan ristko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik
dan disiplin dan tindak lanjut hasii pengawasan serta penyustnan
rekomendasi perbaikan proses bisnis.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
digolongkan menjadi beberapa kelompok tugas sebagai berikut:
1) Pelaksanaan tugas kesekretanatan;
2) Pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian;
3) Pelaksanaan tugas tata usaha keuangan:
4) Pelaksanaan tugas tata usaha rumah tangga; dan
5) Pelaksanaan tugas pemantauan kepatuhan internal.

b.  Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) memiliki tugas pokok dan
fungsi untuk melaksanakan kompilasi estimasi potensi dan realisasi
penerimaan pajak, melaksanakan dukungan ketersediaan data dan informasi
perpajakan, melaksanakan dukungan teknis Aardware dan software beserta

aplikasi/sistem dan jaringan komputer, pengelolaan kinerja organisasi, serta
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kompilasi dan penyusunan faporan hasil kinerja baik laporan rutin maupun
nonrutin.
Seksi PDI memiliki tanggung jawab untuk mengelola ruang server sebagai
sarana utama dalam mendukung berfungsinya software dan hardware sistem
informasi di KPP Pratama Denpasar Barat. Selain itu kebutuhan dukungan
teknis aplikasi/sistem dan komputer dilayani oleh Seksi PDI.
Mulai tahun 2016, tidak dilakukan perekaman atas SPT Tahunan tahun pajak
2015 dan selanjutnya karena SPT dimaksud dikemas dan dikirim ke Kantor
Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP). Pengolahan dan
pendistribusian data adalah kegiatan pengolahan data di KPP atau data yang
diterina dari Kantor Wilayah DJP atau lainnya untuk kemudian
didistribusikan ke seksi terkait. Selain itu seksi PDI juga melakukan
pengolahan dan menvajikan data untuk mendukung kebutuhan seksi lainnya.
c.  Seksi Pelayanan
Sekst Pelayanan memiliki tugas pokok dan fungst memberikan layanan
registrasi wajib pajak, penerimaan penyampaian SPT, penyampaian
permohonan dan surat lainnya. Selain itu, seksi pelayanan juga
melaksanakan tugas penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,
melakukan administrasi dokumen dan berkas perpajakan.
Seksi Pelayanan juga memiliki tugas untuk mengelola gudang berkas dimana
ditempatkan petugas untuk mengelola gudang berkas. Pengarsipan berkas
dilakukan secara efektif dan efisien untuk memberikan pengamanan dan

layanan yang cepat atas peminjaman berkas.
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d.  Seksi Penagihan
Seksi Penagihan memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengelolaan
piuang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan akuf
serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. Penagihan Aktif yang
menjadi tugas dari seksi penagihan yaitu:
1) Surat Teguran;
2)  Surat Paksa;
3)  Surat Pemberitahuan Melakukan Penyitaan (SPMP);
4)  Surat Permintaan Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak:
5)  Admmistrasi Penyelenggaraan Lelang; dan

6)  Usulan Pencegahan atau Permohonan Izin Penyendaraan.

Selain tugas penagihan aktit, seksi penagihan juga melaksanakan tugas
penelitian piutang pajak vang diperkirakan tidak dapat ditagih, membuat
usulan dan daftar penghapusan piutang pajak, serta membuat laporan
pelaksanaan kegiatan penagihan pajak. Laporan tersebut digunakan untuk
mengetahui jumlah realisasi penagihan pajak dan jumlah tunggakan pajak

per wajib pajak per jenis per tahun pajak.

€.  Seksi Pemenksaan
Seksi Pemertksaan menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai

berikut.
1) Menyusunan rencana pemeriksaan;

2) Melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan;
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3) Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan (SP2) pajak dan
administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta;
4) Pelaksanaan pemeriksaan oleh fungsional pemerika pajak dan petugas

pemeriksa pajak dan yang ditunjuk oleh kepala kantor.

f.  Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menjalankan tugas pokok dan fungsi
meliputi:
1) Pengamatan potensi perpajakan;
2) Pendataan objek dan subjek pajak;
3) Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak;
4) Bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru, serta;
5) Penyuluhan perpajakan.
Seksi  Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan memiliki  tugas untuk
melaksanakan pengawasan dan penggalian atas potensi, pembayaran dan
pelaporan pajak serta pembinaan wajib pajak baru yang terdaftar tahun laiu
dan talun berjalan, wajib pajak non filer dan wajib pajak PBB.
Kegiatan yang dilakukan dalam ranga melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya antara lain melaksanakan kegiatan penyuluhan perpajakan,
ekstensifikasi wajib pajak dalam rangka penambahan dan perluasan basis
pajak, melakukan pemetaan potensi pajak, melakukan penyisiran wilayah

atau visit, melakukan pemanfaatan dan tindak lanjut atas data keterangan
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atau informasi untuk penggalian potenst wajib pajak dan melaksanakan

administrasi pendataan dan penilaian objek pajak PBB.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi |

g

Seksi Pengawasan dan Konsultasi | mempunyai tugas pokok dan fungs:
melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak, usulan pembetulan
ketctapan pajak, bumbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib
pajak. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I melakukan bimbingan dan
konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak secara langsung maupun
tidak langsung termasuk penyelenggaraan help desk. Help desk ditempatkan
di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan ditugaskan Account Represeniative
untuk memberikan layanan bimbingan dan konsultasi secara terjadwal setiap
harinya. Selain 1tu bimbingan dan konsultasi juga dilayani via telepon.

Tugas lain vang harus dilaksanakan adalah penyelesaian permohonan wajib
pajak seperti permohonan Pemindahbukuan (Pbk), Surat Keterangan Bebas
(SKB), Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keterangan

Fiskal, Wajib Pajak Pindah, Non Efektif dan permohonan lainnya.

h.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi 11, 11l dan IV
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, I dan IV menjalankan tugas pokok
dan fungsi melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib
pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak,

rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan
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himbauan kepada wajib pajak. Dalam menjalankan tugas dan fungsimyva,
seksi pengawasan dan konsultasi 11, 111, dan IV melakukan kegiatan-kegiatan
penggalian potensi dan kegiatan pendukung lainnya dalam rangka mencapat

target yang telah ditetapkan.

Fungsional Pemeriksa Pajak

Fungsional Pemertksa Pajak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam

penegakan hukum dengan melaksankan tugas pemertksaan.

4. Visi dan Misi KPP Pratama Barat

Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan reformasi administrasi perpajakan
yang saat ini telah melewati beberapa tahapan. Reformasi perpajakan didasari oleh
pelaksanaan kebijakan good governance. Kebijakan good governance meniuk
beratkan pada transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan sistem administrasi
perpajakan berbasi teknologi dan sistem informasi yang memadai. Kombinasi antara
pelayanan yang optimal serta pengawasan secara berkelanjutan kepada wajib pajak

merupakan strategi yang ditempuh guna mencapai tujuan yang telah dikehendaki.

Apabila dilakukan kajian dan analisis maka programn reformasi perpajakaan
merupakan suatu perubahan besar dengan terobosan yang cukup mendasar dan
revolusioner. Guna mencapai itu semua, maka program reformasi administrasi
perpajakan perlu didukung dengan adanya visi, mist dan nilai acuan, serta kode etik

yang jelas, sebagai berikut:
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Visi Direktorat Jenderal Pajak: “Menjadi mstitust penghimpun pencrimaan
negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara™.
b.  Misi Direktorat Jenderal Pajak: Menjamin penyelenggaraan Negara yang
berdaulat dan mandiri dengan:
1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarcla vang
tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan
kewajiban perpajakan;
3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profrsional; dan
4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.
¢. Nilai-nilai Kementerian Keuangan R1
1) Integritas, berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan
benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip moral.
2) Protesionalisme, bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik
dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi
3) Sinergi, membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang
produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku
kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermantaat dan berkualitas
4) Pelayanan, memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku
kepentingan yang dilakukan dengan penuh hati dan transparan, cepat,
akurat, dan aman.
5) Kesempurnaan, senantiasa melakukan upaya perbatkan disegala bidang

untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.
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d.  Visi, Misi dan Moto KPP Pratama Denpasar Barat
Visi KPP Pratama Denpasar Barat adalah menjadi KPP terunggul di bidang
pelayanan perpajakan. Dalam mencapai visi tersebut dengan misi melayans
administasi perpajakan dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan cerdas
untuk kepuasan wajib pajak dan kemakmuran rakvat. Moto adalah

“Menuntun dengan Santun, Melayani dengan Hati™.

B. Hasil

1. Layanan Unggulan KPP Pratama Denpasar Barat

Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu, Integritas, Profesionalisme, Sinergi,
Pelayanan, Kesempurnaan merupakan pedoman bagi seluruh jajaran pegawai DJP.
Nilai-nilai tersebut menjadi pegangan untuk selalu senantiasa memberikan pelayanan
yang terbaik untuk masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya di

seluruh Indonesia.

Nilai mtegritas adalah tentang bagaimana cara berpikir, berkata, bertingkal laku
yang baik dan benar, serta senantiasa memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip

moral. Ada dua perilaku utama untuk menjadi yang berintegritas, vaitu:

a) Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; dan

b) Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
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Kedua profesionahisme, yaitu bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi
terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen vang tinggi. Untuk

mewujudkannya, ada duna perilaku utama yang harus dimiliki, yaitu:

a) Mempunyai keahiian dan pengetahuan yang luas; dan

b) Bekerja dengan hati.

Ketiga Sinergi, adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal
yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan
untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Dibutuhkan dua perilaku

utama agar bisa sinergi, vaitu:

a) Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati: dan

b) Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

Keempat Pelayanan, yaitu memberikan layanan yang memenuhi kepuasan
pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat. akurat

dan aman. Perlu dua perilaku utama untuk mewujudkannya, yaitu:

a) Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; dan

b) Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

Terakhir adalah Kesempurnaan, yakni senantiasa melakukan upaya perbaikan
terus menerus di segala bidang untuk menjadi dan memberikan pelayanan yang

terbaik. Dua perilaku utama kesempurnaan adalah:
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a) Melakukan perbaikan terus menerus; dan

b) Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Secara nyata melalui 5 (lima) nilai-nilai tersebut i, KPP Pratama Denpasar Barat
memberikan 4 (empat) layanan unggulan. Adapun keempat lavanan unggulan

tersebut adalah sebagai berikut.

a. Layanan unggulan yang pertama adalah “Pelayanan Permohonan legalisasi
Salinan Dokumen Wajib Pajak Berupa SKD WPLN yang Menerima atau
Memperoleh Penghasilan melalui Kustodian (Form-DGT 2)7. Jangka waktu
penyelesaian paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya sejak dokumen
diterima secara lengkap dari wajib pajak.

b. Layanan unggulan kedua adalah Pelayanan Permohonan Surat Keterangan
Fiskal (SKF) wajib pajak. Jangka waktu penyelesaian paling lama 15 (hima
belas hari) kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

c. Layanan unggulan ketiga adalah Pelayanan Permohonan Penerbitan SPPT
Cetak Ulang PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor
Pertambangan, dan Sektor lainnya. Jangka waktu penyelesaian paling lama 1
(satu) hari kerja berikutnya sejak dokumen diterima secara lengkap dari wajib
pajak.

d. Layanan unggulan keempat Pelayanan Permohonan (Pbk) karena adanya
kelebihan pembayaran pajak atau karena salah atau kurang jelas mengisi SSP.
Jangka waktu penyelesaian paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen

diterima secara lengkap.
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negara sudah semestinya dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Target penerimaan perpajakan selalu disusun dengan mempertimbangkan

beberapa kondisi-kondisi tertentu, antara lam sebagai berikut

a) Kondisi perekonomian global dan domestik saat ini;
b) Historis realisasi; dan

¢) Potensi perpajakan yang ada.

Untuk  menentokan  target  penermmaan  pajak,  pemerintah  juga
mempertimbangkan kapasitas administrasi perpajakan baik dari sisi suimber daya
manusia, pengawasan dan pelayanan, maupun teknologi informasi. Target
penerimaan perpajakan dalam APBN-P 2017 adalah sebesar Rp 1.472 triliun. Jumlah
tersebut terbagi atas penerimaan pajak APBN-P 2017 sebesar Rp 1.283 triliun. Selain
penerimaan pajak, jumlah tersebut juga terdiri dart penerimaan bea dan cukai yang
sebesar Rp 1892 ftriliun. Sepanjang tahun 2017, pemerintah mencatat total
penerimaan pajak mencapai Rp 1.151 triliun. Dengan jumliah realisasi tersebut, angka

in1 mencapai 89,74% dart target dalam APBN-P 2017, yaitu Rp 1.283 triliun.

Sebagai instansi vertikal DJP, KPP Pratama Denpasar Barat juga memiliki porsi
target penerimaan kantor yang harus dipenuhi. Adapun rincian target dan realisasi
penerimaan pajak KPP Pratama Denpasar Barat selama 5 tahun terakhir adalah

sebagai berikut.
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Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Denpasar Barat
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(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) {Rp.)
Rencana o r o N = - . N N
! 690,158,658,313 | 618,2682,393999 725708907998 | 856.423,134998 |  809.744,623,000
Penerimaan
MPN MOBFLITOTOL |0 s e, SILZBORSION | T3R02RT6115 | 661903308 ‘z(g
[N I
SPM 63249674173 | 53799341 006 70443038 052 50.043.362,090 55025723024 |
Pbk Kirim (145,515481) S (3285801913 | (10.273.195.939) | (14.912.506.448)
Pbk Terima 501,038,746 ; 5.001.569.395 10.302.957.132 12 466.562.126
giﬁ:;im""“‘ 513486468,140 | 300002204992 601445679445 | 788367999398 | 714 .542.687.902
SPMKP 4,172,767 461 4680264884 3658579866 3 687.628.593 2 981,176,398
gee';f(]“m““ 509.313,700,679 | S04,411,940,108 = 397,787.099.579 | 784680370805 = 711.561.511,504
S I i - F :
Capaian 73.80% 81.58% 82.37% 91.62% 87.87% |

Sumber: Diolah dari Data Realisasi Penerimaan KPP Pratama Denpasar Barat

Tabel 4.2 menginformasikan bahwa target penerimaan pajak KPP Pratama
Denpasar Barat selama periode tahun 2013 - 2016 selalu mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun hingga mencapai Rp 8564 Miliar. Baru kemudian di tahun 2017
mengalami penurunan nilai target menjadi Rp 8097 Miliar. Meskipun pada tahun
2017 mnilai target penerimaan untuk KPP Pratama Denpasar Barat mengalami
penurunan dari tahun 2016 sebesar Rp 47 miliar, capaian realisasi penerimaan pajak
kembali mengalami penurunan dan berakhir di angka 87.87%. Nilal realisasi
penerimaan neto tahun 2017 sebesar Rp.711,5 mihar termasuk di dalammnva adalah
penerimaan dari uwang tebusan program pengampunan pajak sebesar Rp.32.7 miliar
atau 7,41% dari total penerimaan neto.

Capaian penerimaan tersebut terbagi menjadi berbagai jenis pajak. Jenis pajak

yang dikelola oleh KPP Pratama Denpasar Barat adalah pajak pusat. Pajak Pusat

merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat sebagian besar melalui
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DJP dan unit vertikal dibawahnya. Adapun jenis-jenis pajak pusat vang membentuk
capaian realisasi penerimaan pajak adalah sebagai berikut.
a) Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah setiap tambahan
kemampuan ckonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsuinsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apapun.
PPh adalah pajak vang dikenakan kepada orang pribadi atan badan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang
dunaksud dengan penghasilan berdasarkan Pasal 4 UU PPh adaiah “setiap
tambahan kemampuan ekonoms vang diterima atau diperoleh wajib pajak
baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia vang dapat
dipakat untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang
bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun™.
Penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan
lain sebagainya. Adapun jenis-jenis PPh adalah PPh Pasal 15, PPh Pasal 19,
PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh

Pasal 26, PPh Pasal 29 dan PPh Final Pasal 4 ayat 2.
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b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009,

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak {(BKP)

atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah

Indonesia). Orang Pribadi, pengusaha, maupun pemerintah vyang

mengkonsumsi BKP dan/atauJKP dikenakan PPN.

Undang-Undang PPN menganut prinsip negative list, sehingga pada

dasarnya, setiap barang dan jasa adalah BKP atau JKP, kecuali ditentukan

lain oleh Undang-Undang PPN. Secara teknis, mekanisme yang berlaku
terhadap PPN di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) vang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari
pembeli/penerima BKP/JKP yang bersangkutan dengan perhitungan
Tarif x DPP, Tarif umum yang digunakan adalah 10% serta DPP
adalah dann Harga Jual atau penggantian. Disertai dengan penerbitan
faktur pajak sebagai bukti pemungutannya.

2)  Nilai1 PPN dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi
PKP Penjual. Pajak keluaran, bersifat sebagai pajak yang harus

dibayar.
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Keempat layanan unggulan bidang perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama
Denpasar Barat didasari oleh Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-54/PJ/2015 yang
berlaku sejak 10 Juli 2015 tentang standar prosedur operasi (SOP). SOP layanan
unggulan, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan vang dibakukan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan
lainnya atas jasa dan/atau pelayanan administratif vang disediakan oleh Direktorat

Jenderal Pajak.

SOP Layanan Unggulan disusun dan ditetapkan guna memberikan kepastian
pelayanan, antara lain terhadap proses, jangka waktu penyelesaian, biava atas jasa
pelayanan, dan persyaratan administrasi dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan

pelayanan publik bagi unit pelaksana teknis.
2. Kinerja Capaian Penerimaan KPP Pratama Denpasar Barat

Penerimaan pajak menurut Hutagaol (2007: 325) merupakan “sumber
penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan
secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat™ Sejalan
dengan pandangan Hutagaol, Suherman (201 1) mengungkapkan bahwa sesuai dengan
tuyjuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UU
1945, vyaitu untuk mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang

berdasarkan kepada keadilan sosial, maka wang pajak yang dihimpun dalam kas
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3} Sedangkan saat PKP tersebut melakukan perolehan BKP/JKP yang
dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya
sebagai pajak yang dibayar di muka. Pajak masukan dapat dikreditkan
sepanjang memenuhi persyaratan pengkreditan, salahs atunya adalah
sepanjang BKP/JKP vyang dibeli tersebut berhubungan langsung
dengan kegiatan usahanya.

4y Apabila jumlah pajak keluaran lebih besar dan pada pajak masukan
pada suatu masa pajak, maka atas selisthnya wajib dilakukan
penyetoran kepada kas negara paling lama akhir bulan berikutnya
setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan
(SPT) Masa PPN disampaikan.

5)  Apabila jumlah pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran,
maka atas selisih tersebut, wajib pajak berhak untuk melakukan
kompensasi ke masa pajak berikutnya. Selain kompensasi, wajib pajak
juga berhak untuk meminta pengembalian pajak (restitusi) sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

6) SPT Masa PPN wajib disampaikan PKP paling lama akhir bulan

berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu

yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang
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No. 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan BKP yang tergolong mewah
adalah:

1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau

2} Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat

berpenghasilan tinggi; atau

4)  Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukan status; atau

N
S

Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat,

serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d) Bea Meterai

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah pajak
vang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta
notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, vang memuat
jumiah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
Cara pelunasan bea materai ada dua, yaitu:

1)  Pertama, Benda Meterai (meterai tempel dan kertas meterai).

2)  Kedua, dengan cara lain yang ditetapkan Menteri Keuangan (mesin

teraan meterai, teknologi percetakan dan sistim komputerisasi).

e) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan)
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana telah Diubah dengan
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Sebagaimana uraian diatas, berikut capaian penerimaan per jenis pajak 5 tahun

terakhir di KPP Pratama Denpasar Barat.

Tabel. 4.3 Capaian Penerimaan per Jenis Pajak 5 Tahun Terakhir

l

Penerimaan Netto (Rp.)

~ Sumber: Diolah dari Data Realisasi Penerimaan KPP Pratama Denpasar Barat

Tabel 4.3 menunjukan bahwa dari tahun ke tahun persentase realisas jenis pajak
terbesar di KPP Pratama Denpasar Barat adalah jenis PPh non mnigas. Bahkan pada
tahun 2017 PPh Non Migas berkontribusi 58,7% dibandingkan total seluruh jenis
pajak. PPh non migas adalah PPh selain yang diperoleh pemerintah dari usaha atas
hasil eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi. Berikutnya, disusul dengan jenis pajak

PPN dan PPnBM yang pada tahun 2017 berkontribusi 41,3% terhadap total

penerimaan seluruh jents pajak.

3. Regulasi Perpajakan

a. Pengampunan Pajak dan Pengungkapan Aset Sukarela (PAS) dengan Tarif Final

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak,

“pengampuanan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jenis - o i

Pajak 2013 { 2014 2015 2016 2017 |
Seluruh ’ ‘ o
Jenis Pajak | 509.313.700,679 | 502.883.353,700 | 597.791.465397 | 784280342453 | 711353613504
PPh Non 1
Migas 314257.713.055 | 306339.803.917 | 376697248207 | 551.715.776.499 | 417343889361 |
PPN & |
PPaBM | 194.926.438,131 | 196399.983.784 | 220401306465 | 232,106,549.007 = 293731453490 |
FBB - - - 20266909 | 24.095.400
Pajak :
Lainnya 120275918 118,826,000 178,734,595 134,242,088 253.699.259
PPh Migas 471881 17471838 | 497237942 | 276.075.825 82,483,795
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Undang- Nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak

vang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan dan/atau penguasaan atas

tanah dan/atau bangunan. Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan.

Adapun vang bukan termasuk objek PBB adalah:

1)

4

Penggunaan untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional. Penggunaan secara
nyata tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

Penggunaan untuk kuburan, peninggalan purbakala;

Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak;

Penggunaan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik;

Penggunaan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional vang

ditentukan oleh Menter1 Keuangan.

Terdapat 5 (lima) sektor pajak dalam lingkup PBB, vaitu: Sektor Pedesaan,

Perkotaan, Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan. Namun, berdasarkan

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (PDRD) mulai 1 Januari 2014, PBB Perdesaan dan Perkotaan

(sektor P2) telah menjadi Pajak Daerah. Sedangkan untuk PBB Perkebunan,

Perhutanan, Pertambangan (Sektor P3) masih tetap merupakan Pajak Pusat.
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dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan.
dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur
dalam undang-undang pengampunan pajak”. Pelaksanaan program pengampunan
pajak im sendiri berlangsung selama 9 bulan mulai dart 0t Juli 2016 hingga 31 Maret
2017 serentak ch seluruh Indonesia. Subjek program pengampunan pajak adalah wanb
pajak, warga negara Indonesia baik yang sudah memiliki NPWP maupun tidak vang
belum melaporkan harta kekayaan secara terperinci kepada, baik berbentuk
perorangan maupun badan usaha.

Keuntungan mengikuti program ini adalah penghapusan untuk semua pajak
terutang baik berupa PPh (Pajak Penghasilan), PPN, PPnBM, sanksi admmistrasi
(denda) dan sanksi pidana. Kemudian dengan mengikuti program pengampunan
pajak, maka wajib pajak terbebas dari pemeriksaan data atas kekayaan vang dimiliki.
Wajib pajak dapat mengikuti program pengampunan pajak dengan mengungkapkan
seluruh harta yang belum dilaporkan di SPT melalui Surat Pernyataan Harta (SPH)
dan membayar uvang tebusan dengan jumiah tertentu sesuai perhitungan berdasarkan
peraturan perundangan.

Setiap wajib pajak baik pribadi maupun badan usaha vyang memiliki
penyampaian SPT Tahunan PPh dapat mengikuti program pengampunan pajak,
kecuali wajib pajak yang dengan kriteria sebagai berikut.

1) Wajib pajak vang sedang diakukan penyidikan dan telah P-21;

2) Wayib pajak dalam proses peradilan; dan

3) Wajib pajak yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang

perpajakan.
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Bagi wajib pajak yang hanya memiliki kewajiban pajak sebagail pemotong/pemungut

tidak dapat mengikuti pengampunan pajak, sebagai contoh wajib pajak bendahara

atau wajib pajak .Jomnt Operation (JO). Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhs

oleh wajib pajak apabila hendak mengajukan pengampunan pajak adalah sebaga:

bertkut:

1) Memiliki NPWP;

2) Membayar uang tebusan;

3) Melunasi seluruh tunggakan pajak;

4) Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak vang

seharusnya tidak dikembalikan bag: wajib pajak yang sedang dilakukan

pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;

5) Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki

kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh dan mencabut permohonan:

a)
b)

<)
d)

g)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

Pengurangan atau penghapusan sanksi admimistrasi dalam Surat
Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak (SKP /STP) vang di
dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;

Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;,
Keberatan;

Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;

Banding;

Gugatan; dan/atau
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h)  Peninjauan kembali, dalam hal wajib pajak sedang mengajukan
permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
Kemudian, dalam hal wajib pajak bermaksud mengalihkan harta ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriast), wajib pajak juga harus
memenuhi persyaratan yaitu mengalihkan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan menginvestasikan harta dimaksud di dalam wilavah Negara
Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun:
1) Sebelum 31 Desember 2016 bagi wajib pajak yang menyampaikan Surat
Pernyataan pada periode setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak
berlaku sampai dengan 31 Desember 2016;
2) Sebelum 31 Maret 2017 yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode
sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017,
Datam hal wapb pajak mengungkapkan harta yang berada dan‘atau ditempatkan di
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (deklarasi). wapb pajak juga
harus memenuhi persyaratan yaitu wajib pajak tidak dapat mengalthkan Harta ke luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun
terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan .
Program pengampunan pajak juga telah dilaksanakan di KPP Pratama Denpasar
Barat. Realisasi uang tebusan program pengampunan pajak tahun 2016 di KPP
Pratama Denpasar Barat sampai dengan berakhirnya periode 11 pada 31 Desember

2016 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.
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Tabel 4.4 Realisasi Uang Tebusan Program Pengampunan Pajak Tahun 2016

No Bulan Uang Tebusan (Rp)
1 Juli 298049328
2 Agustus 10.499 733 316 |
3 | September o }70(7-1597?{}(?
4 Oktober . 6.995.873.030 |
5 Nopember o ”77.775;11?8@7_%67
6| Desember T a1131671833
Total 236700142126

Sumber: Diolah dari Data Realisasi Uang Tebusar; KPP Pratama Denpasar Barat

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa jumlah vang tebusan program pengampunan
pajak sampai dengan 31 Desember 2016 adalah Rp 236.7 miliar. Sedangkan capaian
penerimaan neto KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2016 adalah Rp784.6
miliar. Sehingga uang tebusan pengampunan pajak memiliki porsi 30,1% dari total
realisasi penermmaan pajak di tahun 2016. Untuk tahun 2017, mlat dar1 uang tebusan
program pengampunan pajak periode terakhir adalah sebesar Rp.52,7 miliar dengan
capaian realisasi penerimaan neto sebesar Rp.711,5 miliar. Sehingga. uang tebusan
pengampunan pajak memiliki porsi sebesar 7.41% dari total penerimaan neto.

Selanjutnya, sejak 1 Juh 2016 hingga 31 Maret 2017, pemerintah mengusung
program pengampunan pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak selama 3
(tiga) periode. Kebijjakan pengampunan pajak i adalah terobosan kebijakan dari
pemerintab yang didorong semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan
kekayaan di luar wilayah Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan

global dan peningkatan intensitas arus pertukaran informasi antar negara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43892

110

Pasca program pengampunan pajak terjadi pemingkatan kinerja pemeriksaan
pajak dan terbit beberapa peraturan baru yang berhubungan kelanjutan program

pengampunan pajak, seperti:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak

Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih vyang
Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.
Pelaksanaan Konsekuensi bagi wajib pajak yang ikot amnesti pajak namun
ada harta yang masih belum diungkap atau dialihkan ke luar Indonesia pada
masa holding period, serta bagi wajib pajak vang tidak ikut amnesti pajak
namun ada harta vang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

2) UU No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan
Perpajakan
Salah satu isi UU No. 9 Tahun 2017 adalah mengenai Akses Informasi
Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Seiring dengan dimulainya Era
Keterbukaan Informasi Keuangan, termasuk perbankan. maka untuk
kepentingan perpajakan, tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Salah satu
isi UU No. 9 Tahun 2017 lammnya adailah Pemanfaatan Basis Data.
Pemanfaatan basis data untuk kepentingan perpajakan ini dapat dilakukan
secara otomatis atau atas permintaan pthak yang berwenang, dalam hal ini
(DJP). Selain itu, pemanfaatan data tersebut juga dapat dilakukan oleh

instansi, lembaga dan pihak lain.
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Program pengampunan pajak kemudian disusul dengan program (PAS) Final.
(PAS) Final atau Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final adalah program
lanjutan dart program pengampunan pajak yang dikeluarkan dari pemerintah. Setelah
meluncurkan 3 periode program pengampunan pajak, pemerintah kembali
meluncurkan program in1 agar wajib pajak memiliki kesempatan menvampaikan harta
yang belum diungkap dalam SPH (Surat Pengungkapan Harta), maupun di SPT
(Surat Pemberitaliuan). Artinya, bila bagi wajib pajak, baik peserta pengampunan
pajak mau pun non peserta program pengampunan pajak yang belum dilakukan

pemeriksaan masih mendapatkan kesempatan untuk deklaras: harta.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan perubahan kedua PMK
118/PJ.03/2016 yang memberikan kesempatan pada wajib pajak vang belum
mengungkapkan hartanya dalam SPH (Surat Pengungkapan Harta), maupun belum
dilaporkan dalam SPT dengan meluncurkan program PAS Final (Pengungkapan Aset
Sukarela dengan Tarif Final) pasca program pengampunan pajak ini dengan svarat
belum dilakukan pemeriksaan. Ada dua wajib pajak vang wajib mengikuti PAS Final,

yaitu:

1) Wajib pajak peserta program pengampunan pajak  yang belum
mengungkapkan hartanya dalam SPH atau laporan SPT; dan
2) Wajib pajak non peserta pengampunan pajak yang belum dilakukan

pemeriksaan
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Adapun tarif pajak yang dikenakan pada harta yang belum diungkapkan pada periode

PAS Final adalah tarif PPh Final, yakni:

1) Wajib Pajak Badan : 25%
2) Wajib Pajak Orang Pribadi : 30%

3) Wajib Pajak tertentu : 12.5%

Program PAS Final juga dilaksanakan di KPP Pratama Denpasar Barat dan masih

berlangsung sampai dengan saat ini.

b. PPh Final UMKM

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa
setiap orang pribadi, orang pribadi vang memiiiki warisan belum terbagi, badan dan
bentuk usaha tetap dikenakan pajak penghasilan. Dalam perhitungan pajak
penghasilan tersebut terdapat perbedaan dalam pengaturan tergantung pada subjek
dan objek penghasilan. Salah satu objek pajak penghasilan adalah penghasilan brutoe
tertentu atau sering disebiut dengan pajak final UMKM. Berdasarkan Peraturan
Pemenintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh Fial untuk pajak UKM
adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak

yang memiliki peredaran bruto tertentu di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah dicabut sehingga

tidak berlaku lagi. Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di dasari
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dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak atas
penghasilan dari usaha vang diterima atau diperoleh wajib pajak vang memiliki
peredaran bruto tertentu. Mular diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2018 pada 1 Juli 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013 adalah sebuah respon positit dari pemerintah atas keluhan para pelaku
UMKM. Tanf UMKM vang s¢jak tahun 2013 dibanderol sebesar 1% dari peredaran

bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi sebesar 0,5%.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan kesempatan bagi wajib
pajak dengan kriteria penghasilan dari usaha vang diterima atau diperoleh memiliki
peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak untuk
menghitung PPh terutang secara Final. Penghasilan yang diterima tersebut dikenai
PPh yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0.5%. Sedangkan penghasilan vang

dikecualikan dan objek PP 23 Tahun 2018 adalah:

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP OP dari jasa sehubungan
dengan pekerjaan bebas:

2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar neger1 vang pajaknya
terutang atau telah dibayar di luar negeri;

3) Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan

4) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
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Wajib pajak yang dikenai pajak mi adalah WP Orang Pribadi dan WP Badan
berbentuk koperas:, Persekutuan Komanditer, Firma atau Perseroan Terbatas vang
menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.8
miliar dalam satu tahun pajak. Tidak termasuk wajib pajak sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, mehiputi:

1) Wajib pajak memilith untuk dikenat Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal
17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 avat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak
Penghasilan;

2) Wajib pajak badan berbentuk Persekutuan Komanditer atau Firma vang
dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian
khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan
bebas;

3) Wajib pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan
Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31A atau PP Nomor 94 Tahun 2010
tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak
Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahannya; dan

4) Wajib pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebelumnya,
peraturan penggantinya yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 mengatur
mengenai jangka waktu dalam melaksanakan Pajak Penghasilan yang bersifat final

ini. Berdasarkan Pasal 5 disebutkan jangka waktunya adalah sebagai berikut:
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1) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagr Wajib Pajak Orang Pribadi
2) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wapb Pajak badan berbentuk koperasi,
persekutuan komanditer. atau firma; dan

3) 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wanb Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu tersebut dihitung sejak :

1) Tahun pajak wajib pajak terdafiar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak
bertakunya Peraturan Pemerintah mi, atau
2) Tahun pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi wajib pajak vang telah

terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilunasi dengan cara disetor sendiri oleh
wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnva atau dengan cara dipotong oleh Pemotong atau Pemungut pajak dalam hal
wajib pajak bersangkuian melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai

Pemotong atau Pemungut Pajak.

Penurunan tanif pajak UMKM oleh pemerintah patut untuk diapresiasi. Dengan
diturunkannya tarif pajak menjadi 0,5% diharapkan para pelaku usaha UMKM dapat
mengembangkan usahanyva dan memberikan kontribusi lebih kepada negara tanpa
menghilangkan nilai kujujuran didalamnya mengingat pentingnya pajak bagi

penerimaan negara.
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. Pembahasan
1. Peran Pemimpin dalam Upaya Cptimalisasi Pelayanan guna Peningkatan

Penerimaan Pajak

Dalam suatu orgamisasi, acap kali pemumpin dipandang memiliki peran yang
sangat strategis. Hal tersebut menjadi wajar karena pemimpin dalam suatu organisasi
baik formal maupun informai adalah pemegang mandat tertinggi. Artinya, seorang
pemimpin baik langsung atau tidak langsung, dapat mengeluarkan perintah terhadap
bawahan selama tidak menyimpang dengan regulasi. Hal itu sejalan dengan vang
diunkapkan oleh Robbin (1996) dalam teori kepemimpinan perspektif teori perilaku
bahwa pemimpin yang berhasil mengelola suatu organisast adalah pemimpin yang
terlebih dahulu memahami perannya sendiri dan kemudian dilanjutkan dengan
memahami peran pengikut atau bawahannya. Pemimpin yang benar-benar memahami
perannya cenderung menghantarkan pemimpin tersebut sukses dalam mewujudkan

tujuan organisasi.

Pemahaman terhadap peran tersebut, akan menghantarkan pemimpin untuk
sukses dalam mewujudkan tujuan organisasi. Memperhatikan peran pemimpin yang
begitu bermakna dan strategis dalam menghantarkan suatu organisast mencapai
tujuan, maka berdasarkan hasil penelitian int telah teridentifikasi bahwa peran
pemimpin dalam upaya optimalisast pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak
meliputi empat peran pokok. Peran pemimpin tersebut adalah sebagai inovator,

inisiator, mediator, dan fasilitator. Adapun keempat peran tersebut diuraikan sebagai

berikut.
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1) Pemimpin sebagai inovator

Peran sebagai inovator ditunjukan dengan terdapatnya beberapa pembaharuan
yang telah terjadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Pembaharuan tersebut terjadi baik
secara fisik maupun nonfisik yang telah dilihat dan dirasakan secara langsung oleh
para pemangku kepentingan. Adanya pembaharuan tersebut tidak Iepas dari peran
Kepala KPP Pratama Denpasar Barat yang selalu mengedepankan pentingnya

pembaharuan untuk mencapai tujuan organisas.

Peran pemimpin vang iovatif tersebut sejalan dengan pandangan Kahar (2008)
yang mengungkapkan bahwa pemimpin memiliki kekuatan dan kontrol vang besar
dalam pengambilan  kebijakan daiam transformaso kegiatan  organisasi.
memperkenalkan kegiatan dan program kerja baru dan menemukan formula strategi

kerja sama.

Pembaharuan vang dilakukan dibawal kendah Kepala KPP Pratama Denpasar
Barat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelayanan guna peningkatan
penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak akan menjadikan KPP Pratama
Denpasar Barat memihiki kinerja vang Iebih baik. Hal im1 sesuai dengan pendapat
Antony (2015) yang menyatakan bahwa pemimpin yang kreatif akan menjadikan
organisasi jauh lebih baik dalam perkembangannya. Pandangan informan terkait
dengan peran Kepala KPP Pratama Denpasar Barat sebagail inovator dalam upaya
optimalisast pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak diungkapkan seperti

berikut.
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Bapak kepala kantor selalu berupaya melakukan pembaharuan untuk

meningkatkan pelayanan dan penerimaan. Suasana dan penataan kantor

mendapatkan penckanan. Utamanya yang terkait dengan kenyamanan pegawai

dalam bekerja serta pemberian pelayanan kepada wajib pajak (Wawancara 08-

10-2018}

Memperhatikan hasil wawancara tersebut, peran Kepala KPP Pratama Denpasar
Barat dalam melakukan pembaharuan berfokus kepada kenyamanan pegawai dalam
bekerja dan pelavanan kepada wajib pajak. Adapun upaya Kepala KPP Pratama

Denpasar Barat dalam melakukan pembaharuan-pembaharuan vang telah dan sedang

dilakukan di KPP Pratama Denpasar Barat, tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a) Aplikasi Pemberkasan

Sebelum menggunakan aplikasi pemberkasan, KPP Pratama Denpasar Barat
masih menggunakan metode pemberkasan secara manual. Pemberkasan secara

manual memmbulkan beberapa kesulitan, antara lain sebagat berikut.

1) Kesulitan dalam mencari berkas yang akan di pinjam;

2) Kesulitan untuk memasukkan berkas ke induk berkas arsip wajib pajak:

3) Membutuhkan waktu yang lama dalam melayani peminjaman berkas:

4) Banyak berkas vang masih tercecer dan pemberkasan kurang tersusun
dengan rapi; dan

5) Memerlukan tambahan sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan

pemberkasan.

KPP Pratama Denpasar Barat pernah mengikuti sosialisasi perngarsipan berkas

yang dilaksanakan di Kantor Wilayah DIJP Bali. Sosialisasi tersebut membahas
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tentang aplikasi berkas yang telah dilaksanakan di beberapa KPP lain di wilayah
Kantor Wilayah DJP Bali. Hasil sosialisasi tersebut belum digunakan oleh KPP
Pratama Denpasar Barat. Aspek efisienst yang masih dirasa kurang dalam hai
penginputan menjadt pertimbangan kenapa metode tersebut tidak diterapkan. Selain
itu, terdapat juga KPP lain yvang menggunakan pihak ketiga untuk melakukan mput
berkas maupun dalam pembuatan aplikasinya. Akan tetapi, setelah mengkaji febih

lanjut, pertimbangan biaya serta perbandingan jumlah berkas vang harus dikelola

menjadi ganjalan dalam penerapan ide tersebut.

Kepala KPP Pratama Denpasar Barat dengan mempertimbangkan aspek biaya
dan manfaat pelaksanaan pemberkasan mencoba melakukan movasi sendiri. Inovasi
tersebut berusaha untuk memformulasikan cara yang paling efektif dan efisien untuk
melakukan pemberkasan secara menyeluruh dan tertata. Adapun beberapa hal vang

menjadi prioritas dalam proses pemberkasan, antara lamn:

1) Keefisienan dalam menginput;
2) Keefisienan dan keefektivan dalam pencarian dan peminjaman,
3) Biaya yang murah tanpa melibatkan banyak SDM; dan

4) Menggunakan barcode untuk pempercepat perekaman.

Upaya kepala kantor untuk melakukan inovasi dalam hal proses pemberkasan
sehingga dapat memenuhi keempat tujuan diatas sejalan dengan pandangan
Lupiyoadi (2001: 182), yang mengungkapkan bahwa “salah satu faktor yang

menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas organisasi adalah kemampuan
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organisasi dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan™ Pendapat tersebut
mendukung pernyataan Abidin (2010: 71), vang mengungkapkan bahwa “aspek-
aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan menjadi alat untuk mengukur
pelayanan publik vang berkualitas”. Pelayanan lebih cepat dan akurat adalah kunci
keberhasilan bagi organisasi. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka diambil
keputusan untuk mengembangkan aplikasi pemberkasan secara mandirt oleh pegawai
operdator console KPP Pratama Denpasar Barat. Dalam pelaksanaan pengembangan

Aplikasi Pemberkasan dilakukan beberapa hal. antara lain:

1) Dalam rangka keefisienan dalam penginputan dan untuk membantu
percepatan penginputan berkas menjadi optimal, maka dibuat kerjasama
dengan pihak ketiga dalam melakukan penginputan data berkas sehingga
menjadi lebih murah;

2)  Sistem katalog kurang cocok untuk diterapkan, karena kurang efisien dalam
pemberkasan dan akan terjadi kesulitan ketika melakukan penghapusan

berkas:

(93]
—

Pada saat penginputan berkas, aplikasi sekaligus memvalidasi berkas,

schingga berkas yang seharusnya sudah tidak di arsipkan langsung bisa di

deteksi dan disisihkan,;

4) Untuk menginput satu berkas dibutuhkan waktu kurang dan 5 detik, dengan
rata-rata kecepatan 3 detik per berkas, karena dalam penginputan cukup
memasukkan 4 karakter dari identitas berkas sehingga dalam pemrosesannya

jauh lebih efisien;
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Berkas disimpan di dalam kotak berkas yang telah ditandar sebagar alamat
berkas. Dalam 1 kotak berkas tidak melhat katalog nama WP ataupun
NPWP, berkas diatur secara berurutan sesual tanpgal masuk berkas dan
tahun berkas;

6) Petugas tidak perlu memilah berkas per NPWP. dan ketika menghapus
berkas, urutan kotak berkas sudah tersusun dan lebih mudah dalam

menghapus berkas.

Aplikasi dibuat portable untuk memudahkan instalasi karena dibutuhkan banyak
Personal Computer (PC) dan spesifikasi komputer yang terbatas sehingga diperlukan
aplikasi offline yang tidak terkoneksi jaringan. Keamanan ketika penginputan berkas
sangat diperhatikan, ditunjuk khusus pegawai KPP Pratama Denpasar Barat sebagai
pengawas pada saat distribusi, perekaman, hingga pengembalian berkas schingga
setiap harinya tidak ada berkas yang tececer di lnar gudang. Setelah berkas di gudang
selesal direkam, tahap selanjutnya adalah pengembangan aplikasi peminjaman
berkas. Diperlukan sistem pencarian yang cepat, sehingga memudahkan dalam hal
peminjaman dan pengembalian. Dengan menggunakan aplikasi pemberkasan ini,

pengarsipan berkas wajib pajak menjadi lebih efektif dan efisien.
b) Aplikasi Monitoring Berkas Permohonan

Aplikasi monitoring berkas permohonan ditujukan untuk memudahkan
pengawasan atas permohonan yang masuk melalut Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

yang selanjutnya diproses di seksi terkait, khususnya Seksi Pengawasan dan
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Konsultasi I. Proses pengawasan berkas permohonan Waypb Pajak sebenarnya telah
disediakan oleh Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJiP) melajur aplikas

case management (CM) hanya saja masih terdapat kekurangan, yaitu

1} Untuk dapat memperoleh informasi data petmohonan vang telah diajukan oleh
wajib pajak, permohonan tersebut hanya dapat diakses/dilthat oleh petugas
yvang terlibat dalam proses atas permohonan tersebut;

2) Tidak semua jenis permohonan dapat diproses melalui CM; dan

3) Aplikast CM SIDJP juga tidak dapat menvediakan informasi statistik proses

permohonan yang telah diselesaikan oleh KPP Pratama Denpasar Barat.

Proses pengawasan permohonan saat ini dilakukan secara manual cleh masing-
masing seksi terkait, sehingga dimungkinkan terjad: ketidaksesuaian data proses

permohonan.

Aplikast monitoring berkas permohonan memungkinkan pengawasan dapat
dilakukan oleh seluruh pegawai di KPP Pratama Denpasar Barat sehimgga
memudahkan proses pelacakan berkas permohonan wajib pajak. Saat in1, aplikasi
monitoring berkas permohonan sedang dalam proses pengembangan dan akan selalu
ditambahkan fitur untuk lebih memudahkan pelacakan berkas permohonan wajib

pajak.

Aplikasi monitoring berkas permohonan dibuat secara mandiri oleh KPP Pratama
Denpasar Barat. Aplikasi ini berbasis web sehingga tidak diperfukan proses instalasi

untuk penggunaannya. KPP Pratama Denpasar Barat hanya cukup menyiapkan
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sebuah perangkat komputer yang bertindak sebagai server dan pengguna dapat
mengakses aplikasi dari peramban pada komputer masing-masing melalui jaringan
lokal intranet. Pertimbangan menggunakan web adalah agar proses perawatan
dan/atau penambahan fitur pada aplikasi lebih mudah dilakukan. Aplikasi dibuat
sedemikian rupa agar proses input data permochonan yang sederhana, namun tetap
dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pada saat diperlukan. Beberapa fitur
kunci yang ingin didapatkan melalu aplikasi monitorimg berkas permohonan antara

lain:

1) Kemudahan melacak posisi dan status berkas pemchonan wajib pajak
sehingga proses permohonan dapat lebih efektif dan efisien;
2) Mengetahui statistik penyelesaian proses permohonan wajib pajak dengan

lebih cepat dan komprehensif.

Inovasi dalam monitoring berkas permohonan ini sangatlah vital bagi proses
pelavanan. Pentingnya mengetahui posisi dan status pemohonan wajib pajak sehinga
penyelesaian menjadi lebih cepat dan kompeherensit. Selanjutnva, dengan
mengetahui peta jenis permohonan yang sering diajukan wajib pajak, diharapkan
dapat dilakukan evaluasi dalam memberikan pelayanan dan pembinaan vang lebih
baik kepada wajib pajak. Hal imi sejalan dengan pandangan Zeitham dkk. (1990),
yang mengungkapkan bahwa kinerja pelayanan seharusnya selaras dengan ekspetasi
pengguna. Artinya, didalamnya tertuang aspek ketepatan waktu, pelayanan yang

sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan
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akurasi yang tinggl. Kemampuan orgamisas: untuk memberikan pelayanan sesuai

dengan yang dijanjikan secara akurat dan ierpercaya.
¢) Ruang Ramah Pajak dan Alat Bantu Kesehatan

Mengingat tata ruang dailam gedung kantor KPP Pratama Denpasar Barat terdir
dalam tiga lantai, mengakibatkan beberapa kondisi dan situasi yang mengharuskan
wajib pajak untuk bertemu dengan petugas pajak di ruangan lantai 2 atau lantai 3
untuk melakukan konsultasi atau konseling. Konsultasi dan konseling yang
mengharuskan wajib pajak untuk bertemu dengan pegawai pajak di lantai atas,
bukanlah suatu permasalahan bagi wapb pajak vang memiitki kondisi fisik vang
sehat. Akan tetapi, mengingat ketiadaan elevaror mapun /iff membuat wajib pajak

berkebutuhan khusus menjadi terhambat dalam memperoleh layanan perpajakan.

Berangkat dar1 kondisi terebut akhimva melahirkan suatu gagasan untuk
menghadirkan “Ruang Ramah Pajak™ dan penvediaan alat bantu keschatan berupa
kursi roda dan alat bantu berjalan. Ruangan tersebut untuk memfasilitasi wajib pajak
dengan kebutuhan khusus dan lanjut usia/difabel untuk mendapatkan layanan dari
petugas dengan nyaman. Di ruangan ini, lavanan konsultasi dan konseling dapat
diberikan oleh petugas. Sedangkan, alat bantu kesehatan dimaksudkan untuk
memberikan fasilitas masyarakat atau wajib pajak yang memerlukan pelayanan dan
berkunjung ke KPP Pratama Denpasar Barat tetapi memerlukan alat bantu dalam

berjalan menjadi lebih aman dan nyaman.
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Keberadaan ruang ramah pajak dan alat bantu kesehatan akan menciptakan
pelayanan yang efektif dan efisen serta bertujuan untuk memuaskan wajib pajak. Hal
tersebut sejalan dengan pendapat Sinambela (2010: 6) vang menyatakan bahwa
“tujuan pelayanan publik pada dasarnva adaiah memuaskan masyarakat™. Sehingga,
memberikan layanan yang selaras dengan situast dan kondisi, serta kemampuan
pemberi dan penerima pelayvanan dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan

efektivitas.
d) Ruang Laktasi

Ruangan ini diperuntukkan bagi para tbu vang memerhikan ruangan khusus
untuk menyusui anaknya maupun dalam rangka memerah air susu itbu dengan lebih
pribadi dan nyaman. Kebutuhan ruangan vang memadai merupakan salah satu aspek
lingkungan kerja fisik yang mempengaruhi kinerja. Lingkungan kenja fisik dapat
diartikan semua keadaan yang ada di sekitar tempat kerja. vang dapat mempengaruhi
kinerja karyawan. Menurut Sedarmayan (2009: 20) yang dimaksud lingkungan kerja
fistk vaitu “semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja
dimana dapat mempengaruli kerja karvawan, baik secara langsung maupun tidak
langsung”. Sedangkan menurut Sumartono dan Sugito (2004), mengartikan
lingkungan kerja fisik sebagai suati kondisi fistk dalam organisasi tempat melakuakan
aktivitas, Misalnya, seperti pengaturan cahaya, ventilasi udara, aspek keamanan,

pembagian ruang dan lain-lain.
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Keberadaan lingkungan kerja fisik yang terbukti dapat mempengaruhi kinerja,
menimbulkan inovasi di KPP Pratama Denpasar Barat berupa “Ruang Laktasi”
Apabila sebelumnya pegawai maupun wajib pajak kesulitan dalam menemukan
ruangan atau tempat untuk menyusui atau memerah air susu tbu, maka dengan adanya
ruangan khusus ini permasalahan tersebut tidak terjadi lagi. Lingkungan kerja yang
baik diharapkan mampu meningkatkan kinerja karyawan. ilal ini sejalan dengan
penelitian Rahmawanti, dkk (2014) yang mengungkapkan bahwa lingkungan kerja
dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan bertindak sebagai pendorong atau

penyemangat karyawan agar bekerja lebih baik.
¢) Ruang Ramah Anak

Walaupun telah tersedia berbagai layanan yang bersifat on/ine, ada kalanya wajib
pajak harus datang langsung ke KPP Pratama Denpasar Barat. Dalam rangka
memperoleh layanan dan memenuhi kewajiban perpajakan, beberapa wajb pajak
harus membawa anak kecil saat berkunjung ke KPP Pratama Denpasar Barat.
Sehingga, untuk memberikan kenyamanan saat dilayani oleh petugas, KPP Pratama
Denpasar barat melakukan inovasi dengan menyediakan fasilitas ruang “Ramah
Anak”. Ruang ramah anak merupakan tempat khusus bermain anak dengan harapan

anak-anak tetap dapat bermain saat orang tuanva sedang mengantri maupun sedang

dalam proses pelayanan.

Inovasi ruang ramah anak yang dilakukan KPP Pratama Denpasar Barat adalah

salah satu bentuk upaya dalam memahami keinginan wajib pajak. Upaya memberi
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perhatian yang dilaksanakan secara pribadi atau individu terhadap pelanggan dengan
menempatkan dirinya pada situasi pelanggan. Hal ini sesuai dengan pandangan
Zeitham dkk (1990), mengungkapkan bahwa pelayanan yaitu memberikan perhatian
yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan
dengan berupaya memahami keinginan pelanggan. Suvatu organisasi diharapkan
memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan
pelanggan secara spesifik, serta memliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi

pelanggan.

f) SMS Blast dan Denbar Chatting

Pemberian informasi dapat dilakukan dengan berbagai macam media.
Penyediaan media SMS Blast dimaksudkan agar informasi terkait kewajiban
perpajakan atau peraturan perpajakan dapat menjadi pilithan pribadi vang dapat
diterima oleh wajib pajak. SMS Blast khususnya menyasar wajib pajak vang belum
menggunakan aplikasi chatring pada telepon seluler miliknya. Sementara itu, dengan
perkembangan teknologi saat ini yang semakin mempermudah masyarakat
memperoleh informasi. Informasi dan solusi yang lebih pribadi tentunya diperlukan
untuk menyelesaikan masalah perpajakan yang dihadapi. Mahmudah (2015)
mengungkapkan komunikasi memiliki peranan yang penting dalam organisasi. Saat
di dalam organisasi terjadi perubahan sistem, komunikasi akan turut membangun dan

memelihara tercapainya tujuan organisasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43892

KPP Pratama Denpasar Barat menghaditkan Denbar Chatting untuk
memfasilitast konsultasi wajib pajak melalui aplikasi chatting, antara lain whatsapp
(WA), line, dan telegram. Baik SMS Blast maupun Denbar Chatting, merupakan
upaya KPP Pratama Denpasar Barat untuk mencapai komunikast yang efektif.
Sebagaimana diungkapkan oleh Effendy (2011. 10), “salah satu faktor yang
mempengaruhi komunikasi adalah komunikasi harus tepat waktu dan tepat sasaran™.
Dipelukan perhatian khusus pada mengenai momentum kapan menyampaikan
komunikasi, karena apabila penyampaian komunikasi yang tidak pada waktunya atau
terlambat, dapat menyebabkan informasi yang disampaikan tersebut sudah tidak

memiliki manfaatnya lagi.

Dengan adannya SMS Blast dan Denbar Chatting, proses pengiriman informasi
perpajakan kepada wajib pajak dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Informasi perpajakan yang cepat dan tepat akan mempermudah wajb pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan dan diharapkan mampu meningkatkan

penerimaan pajak.

g) Siaran di Televisi dan Radio

Pemanfaatan media televisi sebagai sarana komunikasi dengan wajib pajak
dilakukan dengan menyelenggarakan talkshow tentang beberapa tema dan informasi
perpajakan. Wajib pajak sebagai penonton televisi dapat melakukan dialog interaktif
untuk memperoleh informasi dari narasumber KPP Pratama Denpasar Barat

mengenai hal-hal sehubungan dengan kewajiban perpajakannya. Kegiatan talkshow
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ini dilakukan pada saluran TV Bali. Sementara itu, pemanfaatan media radio sebagai
sarana komunikasi dengan wajib pajak dilakukan dengan menyelenggarakan talkshow
tentang beberapa tema dan informasi perpajakan. Wajib pajak sebagai pendengar
radio dapat melakukan dialog interaktif untuk memperoleh informasi dari narasumber
KPP Pratama Denpasar Barat mengenai hal-hal sehubungan dengan kewajiban

perpajakannya. Kegiatan talkshow imi dilakukan pada saluran Radio AR.

Upaya inovasi dari kepala kantor dengan menyelenggarakan talkshow melalui
siaran televisi dan radio adalah untuk memuaskan wajib pajak dan masyarakat yang
haus akan informasi perpajakan. Hal sejalan dengan yang diugkapkan Sinambela
(2010: 6), bahwa “secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah
memuaskan masyarakat”. Dalam proses mencapai kepuasan tersebut, diperlukan
suatu pelayanan yang optimal. Beberapa ciri pelayanan yang optimal antara lain
memperhatikan aspek keterbukaan, informasi yang memadai, dan kemudahan akses

informasi oleh semua pihak yang membutuhkan.
h) Media Sosial ( Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube)

Media sosial sudah sangat menguasai dalam lalu lintas informasi dan
komunikasi. KPP Pratama Denpasar Barat menggunakan akun facebook “Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat” untuk membangun saluran komunikasi
kepada masyarakat yang cepat dan efisien. Selain melalui akun facebook, media
sosial instagram juga dipilih sebagai media informasi dan edukasi oleh KPP Pratama

Denpasar Barat. Dengan nama akun @kppdenbar KPP Pratama Denpasar Barat
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berupaya menyebar infomasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannva.

Media sosial lain yang digunakan oleh KPP Pratama Denpasar Barat adalah
twitter dengan nama akun @kppdenbar. Dengan banyaknya pilihan media sosial yang
dimanfaatkan dalam penyebaran inforinasi perpajakan, diharapkan informasi penting
tentang perpajakan semakin mudah menjangkau masyarakat dan wajib pajak. Dengan
memaksimalkan manfaat media sosial dalam penyebaran informasi perpajakan,
digunakan pula saluran channel youtube: KPP Pratama Denpasar Barat dengan

alamat https://www.youtube.com/channel/UC6jtpDA15 Syku2uLFOQxSDQ/videos.

Kepala kantor menyadan saat mi kehidupan manusia tidak lepas darn media
sosial. Media sosial seakan telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan. Kosasi
(2017) mengungkapkan bahwa teknologi media sosial sudah menjadi kebutuhan
sehari-hart dan sudah tidak ada batasan umur dan jenis pekerjaan. Organisasi yang
dapat bergerak lincah adalah organisasi dengan kemampuan mengadopsi inovasi

teknologi media sosial secara menyeluruh untuk semua unit kerja secara konsisten.

Berbagai macam saluran media sosial yang dimiliki oleh KPP Pratama Denpasar
Barat adalah untuk mempermudah akses mformasi perpajakan oleh semua pihak yang
membutuhkan. Akses informasi yang terbuka merupakan salah satu cermin pelayanan
yang berkualitas (Zeitham dkk. 1990), Pelayanan yang berkualitas akan memuaskan

para pihak dan diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak.
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1) Denbar Code

KPP Pratama Denpasar Barat juga membuat inovasi dengan membuat Denbar
Code. Kemajuan teknologi khususnya dibidang internet dan komunikasi
dimanfaatkan dengan meluncurkan tiga OR Code yang berist file syarat, formulir dan

iformasi mengenai:

1) Syarat dan Formulir Non-Efektif;
2) Pemindahbukuan; dan

3) Pendaftaran Sertifikat Elektronik.

Cara menggunakannya adalah dengan membuka aplikasi "OR Code Scanner”
yang bisa wajib pajak download di play store pada telepon genggam maupun tablet,
kemudian pindai QR Code yang telah disediakan. File syarat dan formulir akan
terunduh secara otomatis ke dalam telepon genggam maupun tablet pengguna. Wijaya
(2011) mengungkapkan bahwa pengaruh teknologi informasi dalam penerapan sistem
informasi yang terintegrasi dan dunia bisnis tidak dapat dipisahkan dan saling
ketergantungan yang erat. Keberadaan sistem informasi yang terintegrasi sangat

dibutuhkan dalam mendukung agar kegiatan operasional menjadi efisiensi dan

efektif, dan dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini.

=

Teknologi informasi berkaitan dengan pelayanan, hal tersebut dikarenakan salah
satu dimensi dari kualitas pelayanan adalah kecepatan pelayanan (Zeitham dkk.
1990), dimana dimensi tersebut dapat dikaitkan dengan teknologi informasi. Melalui

teknologi informasi maka pelayanan yang diberikan, akan semakin cepat dan akurat.
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Hal tersebut secara sederhana dapat dijelaskan bahwa pelayanan yang sesuat dengan
harapan pelanggan akan menciptakan kepuasan sehingga pelanggan tersebut memiliki
memori atas organisasi tersebut (customer retention). Dengan adanya customer
retention maka akan terjadi re-buving, dimana organisasi akan memperoleh
peningkatan keuntungan. Berbeda dengan sektor swasta, pada organisasi
pemerintahan sepeti KPP Pratama Denpasar Barat, salah satu bentuk re-buying adalah

peningkatan penerimaan pajak.
1) Mini Automatic Teller Machine (ATM) dan Billing

Untuk mendukung sistem pembayaran penerimaan Negara dengan MPN-G2
melalu billing system, sejak tahun 2016 KPP Pratama Denpasar Barat menyediakan
tempat dan sarana khusus untuk mesin Electronic Data Capture (EDC) atau yang
dikenal dengan Mint ATM. Mini ATM merupakan alat bantu pembayaran milik bank
yang ditempatkan di Tempat Pelavanan Terpadu (TPT) dengan tujuan untuk
memberikan pelayanan dan kemudahan wajib pajak dalam melakukan pembayaran

pajak.

Adapun Mimi ATM vyang telah tersedia adalah Mint ATM BRI, BNI, dan Bank
Mandiri. Mengingat pembayaran pajak dilakukan dengan pembuatan bi//ing, maka
selain mesin EDC/Mini ATM disediakan pula personal computer dan printer untuk
memfasilitasi pembuatan billing secara mandiri oleh wajib pajak. Hal ini
mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembuatan billing dan pembayaran

pajak secara mandiri dalam satu tempat.
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Pemimipin inovatif adalah pemunpin yang pernah merasa puas dengan
pencapaian hasil kinerjanya. Pemimpin tersebut akan terus menerus menciptakan
peluang dan ide yang baru. Inovasi pemimpin ialah bentuk inovasi dari seorang
pemimpin untuk mencapai tujuan dengan berorientasi pada hasil kerja dan terus
menerus menciptakan peluang baru serta ide baru untuk pengembangan organisasi.
Inovasi yang dilakukan oleh Kepala KPP Pratama Denpasar Barat ditunjukan untuk
mencapal target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pencapaian
target penerimaan pajak merupakan salah satu indikator utama kesuksesan
pemimpin.Hal tesebut sejalan dengan pandangan Ramli (2017) yang mengungkapkan
bahwa inovasi adalah salah satu faktor yang mendukung kesuksesan pemimpin dalam
kepemimpinannya. Pemimpin yang sukses sejatinya adalah pemimpin yang inovatif.
Sehingga di era globalisasi seperti sekarang ini, keberadaan pemimpin yang inovatif

sangat dibutuhkan.

Peran Kepala KPP sebagai inovator dalam upaya optimalisasi pelayanan guna
peningkatan penerimaan pajak sejalan dengan pandangan Masambe, dkk (2015) vang
menunjukkan inovasi pemimpin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan. Seorang pemimpin yang baik memiliki passion, visioner, memandang
perubahan sebagai tantangan, tidak takut gagal, dan mau berkolaborasi sehingga

kinerja karyawan yang ada semakin meningkat.

Hasil positif antara pengaruh inovasi pemimpin terhadap kinerja karyawan

sejalan dengan hasil penelitian ini, dimana peran pemimpin sebagai inovator dengan
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berbagai ide, kreasi dan 1novasinya diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan

guna meningkatkan penerimaan pajak.

2) Pemimpin sebagai inisiator

Peran Kepala KPP Pratama Denpasar Barat sebagar inovator telah diwujudkan
dalam beberapa program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut, batk berbentuk
fistk maupun non fisik di lingkungan KPP Pratama Denpasar Barat. Dalam hal ini.
peran sebagai inovator tersebut tidak terpisah dengan peran kepala kantor sebagai
inistator atau pencetus ide dan gagasan. Seorang pemimpin harus memiliki ide dan

gagasan. Jika tidak, maka dia hanya menjalankan ide dan gagasan orang lain.

Antony (2015) mengungkapkan bahwa ide serta gagasan-gagasan vang dapat
merubah sistem organisasi menjadi lebih baik dapat juga meningkatkan kualitas SDM
dan/atau produk yang dihasilkan oleh organisasi. Pada KPP Pratama Denpasar Barat
ide dan gagasan dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan guna peningkatan
penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian, ide atau gagasan kepala kantor,
terutama dalam mendorong optimalisasi pelayanan guna peningkatan penerimaan

pajak, menurut informasi sangat variatif.

Beberapa ide dalam upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan penerimaan

pajak sebagai berikut.
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a) Program /n House Training (1H1) dan Bimbingan Teknis

Pelatihan kepada sumber daya manusia yang dimiliki sangat dibutuhkan bagi
setiap organisasi. Dengan pelatihan yang baik dan terncana, pegawai akan memiliks
penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap pekerjaan. Hal
tersebut sejalan dengan pandangan Meldona (2009), yang mendefinisikan pelatihan
sebagai proses sistematis pengubahan tingkah laku para karyawan dalam suatu arah
untuk meningkatkan upaya pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan menurut
Widjaja (1986), pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi
pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau
satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Dengan demikian, pelatihan
lebih mengembangkan keterampilan teknis sehingga pegawai dapat menjalankan
pekerjaan sebaik-baiknya. Pelatihan berhubungan langsung dengan pengajaran tugas

pekerjaan.

Beberapa bentuk pelatihan adalah /n House Training (IHT) dan Bimbingan
Teknis. Danim (2012) mengungkapkan bahwa IHT adalah pelatthan vang
dilaksanakan secara internal oleh suatu kelompok kerja yang dilakukan berdasar pada
pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karier
tidak harus dilakukan secara eksternal, namun dapat dilakukan secara internal oleh
trainer yang memiliki kompetensi. THT adalah sebuah bentuk program pelatihan,
dimana materi pelatihan, waktu serta tempat pelatihan ditentukan sesuai dengan yang

diminta dan dibutuhkan oleh peserta atau organisasi yang meminta. Umumnya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



136

pelatihan dalam bentuk in-house i dilaksakan oleh organisasi /institusi/dinas dalam

rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tempatnya.

Pelatthan dalam bentuk IHT dan Bimbingan Teknis biasanya digelar dengan
berbagai tujuan atas target atau kebutuhan tertentu sebuah organisasi. Setidaknya IH7

dan Bimbmgan Teknis memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1} Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang didayagunakan oleh
organisasi terkait. Hal ini diharapkan dapat mendukung target organisasi
dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Bekerja sesuat visi dan
misi organisasi.

2) Menciptakan interaksi antara peserta. Jika suatu organsisasi, atau instansi
memiliki banyak cabang yang tersebar di berbagar daerah, maka besar
kemungkinan mereka memiliki cara kerja yang berbeda, pengalaman kerja
dan pengalaman hidup yang berbeda, dan memiliki kualitas yang berbeda
pula. Dengan IHT peserta dapat bertukar informasi sehingga bukan tidak
mungkin in1 cara yang paling efektif untuk menciptakan standarisasi kinerja
yang paling efektif. Mana yang paling bagus, mana yang paling efektif, dan
mana yang terbaik bisa dibuat standar kerja di semua cabang sehingga semua
cabang bisa berkembang secara merata dengan kualitas terdahsyat.

3) Mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan antara karyawan. Karena
para pegawai bekerja untuk satu naungan yang sama, bukan tidak mungkin
pegawai menjadi lebih senang untuk berbagi, bersahabat dan lebih kompak.

Dengan mi keuntungan untuk organisast menjadi sangat besar.
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4) Meningkatkan motivasi dan budaya belajar yang berkesinambungan. Hal s
bisa mengeksplorasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan
yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas kerja, sehingga dapat mencan

solusi secara bersama-sama dengan kemungkinan solusi terbaik.

Menurut Siagian (2003), IHT dan bimbingan teknis dapat memberikan beberapa
manfaat, baik bagi organisasi maupun bagi sebagai individu. Mantaat bagi organisass
adalah peningkatan produktivitas kerja organisasi, komunikasi vang efekiif. dan
mempercepat pengambilan keputsan. Sedangkan bagi pegawai dapat meningkatkan
kemampuan para pekerja dan pertukaran informasi. Manfaat yang dapat dipetik dan
pelaksanaan program IHT dan bimbingan teknts pada KPP Pratama Denpasar Barat
adalah bermanfaat untuk individu pegawai dan juga bermanfaat bagi organisasi untuk
mencapai tujuan, karena peningkatan kualitas pegawai berrmanfaat juga kepada

peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Peran Kepala KPP Pratama Denpasar Barat sebagai inisiator adaiah dengan
mencetuskan ide dan gagasan mengenai materi, tema dan jenis IHT dan bimbingan
teknis yang tepat dan dibutuhkan oleh pegawair KPP Pratama Denpasar Barat. Mater1,
tema dan jenis IHT serta bimbingan teknis yang tepat adalah materi1 yang mendukung
upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak. Hal ini tampak
pada hasil wawancara informan yang telah terangkum dalam kaitannya dengan peran
Kepala KPP Pratama Denpasar Barat sebagai inisiator dalam upaya optimalisasi

pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak yang diungkapkan seperti berikut.
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Bapak kepala kantor sangat fokus terhadap pelayanan dan penerimaan. Dalam
proses mencapal kedua hal tersebut, bapak kepala kantor selalu menckankan
perihal betapa pentingnya integritas seluruh pegawai, mengingat instansi pajak
menjadi sorotan utama masyarakat umum (wawancara dilakukan tanggal 08-10-
2018).

Hasil wawancara tersebut menunjukan Kepala KPP Pratamna Denpasar Barat

sangat fokus perihal integritas pegawai dalam upaya pemberian pelavanan kepada

wajib pajak dan pencapaian penerimaan pajak. Hal tersebut tampak pada beberapa ide

dalam pemilihan tema IHT dan bimbingan yang telah dilakukan di KPP Pratama

Denpasar Barat. Adapun beberapa jenis IHT dan bimbingan yang dilakukan KPP

Pratama Denpasar Barat antara lain sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)
3)
6)
7)
8)

9)

[HT Pengelolaan SPT Tahunan PPh

IHT Kegiatan Geo Tagging

IHT Pengampunan Pajak

IHT e-filling

[HT Inventariasasi dan Penilaian Saldo Piutang Pajak

[HT mengenat IDLP (Informasi Data Laporan dan Pengaduan)
IHT Tata Cara Pemeriksaan

[HT Nilai - Nilai Kementerian Keuangan,

{HT Pengelolaaan dan Rencana Kinerja

10) IHT Kode Etik Pegawai dan Disiplin Pegawai

11)IHT Budaya Kernja DJP,

12) IHT Whistleblowing System, dan Anti Korupsi

13) Bimbingan Teknis Kebijakan Pemeriksaan
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Disamping menyelipkan paparan perihal mtegntas pada beberapa bimbingan
teknis, dalam beberapa kesempatan kepala kantor menggagas sendiri tema [HT
khusus terkait integritas. Hal tersebut ditunjukkan pada hasil wawancara informan
sebagai bertkut.

Dalam berbagai kegiatan IHT dan bimbingan teknis, selain perihal aturan

perpajakan, kepala kantor selalu mengingatkan pegawai bahwa integritas adalah

harga mati. Bahkan, beberapa kal secara khusus kepala kantor meminta waktu

khusus untuk menyampaikan perihal integritas dihadapan seluruh pegawal.
(wawancara dilakukan tgl 08-10-2018).

Berbagai pilihan tema IHT yang telah diselenggarakan menunjukan Kepala KPP
Pratama Denpasar Barat sangat fokus perihal mtegritas dalam pemberian pelavanan

kepada wajib pajak.

b) Program Internal Corporate Value (1CV)

ICV adalah kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Denpasar Barat. Kegiatan mi
bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai institust kepada semua pegawar dari level
bawah sampai level atas. Adapun beberapa kegiatan ICV yang telah dilaksanakan

KPP Pratama Denpasar Barat adalah sebagai berikut:

1) ICV 2016 dengan tema kegiatan “901 Bersinergi Raih Prestasi Optimis
sampai Finish”, yang bertempat di Pantai Sanur, Denpasar Bali

2) ICV 2017 dengan tema kegiatan “DJP Cerdas Berintegritas dari Nilai
Menjadi Budaya”, yang bertempat di Toya Devasya dan dilanjutkan

melakukan arung jeram di sungai ayung.
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3) 1ICV 2018 dengan tema kegiatan: ~/ can 't but 901 Can”, yang bertempat di
Nangun Kerthu Bedugul yang dilanjutkan dengan outbond pada Bali Tree

Top.

Program ICV diharapkan mampu meningkatkan kebersamaan antar pegawai
KPP Pratama Denpasar Barat. Kebersamaan antar pegawai akan memiliki pengaruh
positif terhadap kinerja pegawai. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian
Wicaksono (2016) yang menunjukkan bahwa kebersamaan berpengaruh signifikan
terhadap kinerja pegawai. Peningkatan kinerja pegawai KPP Pratama Denpasar Barat

dalam hal pelayanan diharapkan mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

3) Pemimpin sebagai mediator

Pemimpin dalam suatu organisasi memiliki multi peran. Begitu pula dengan
peran kepala kantor di KPP Pratama Denpasar Barat. Sebagai kepala kantor yang
memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi dilingkup kantor. namun jika dihubungkan
dengan keberadaan kantor pajak sebagai bagian dari instansi pemerintah, maka
keberadaan KPP Pratama Denpasar Barat, tidak bisa dilepaskan dengan pihak

eksternal pemangku kepentingan, seperti wajib pajak serta instansi pemerintahan lain.

Keberadaan KPP Pratama Denpasar Barat pada kondisi seperti itu, mewajibkan
kepala kantor berperan sebagai mediator. Paling tidak, kepala kantor menjadi
mediator dalam rangka memediasi kepentingan antara kepentingan kantor dengan

kepentingan pihak eksternal. Dalam konteks upaya optimalisasi pelayanan guna
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peningkatan penerimaan pajak, peran mediator Kepala KPP Pratama Denpasar Barat

i sangat nyata. Adapun peran tersebut adalah sebagat berikut.

a) Kegatan Kelas Pajak

Kegiatan kelas pajak dilaksanakan ketika pihak eksternal membutuhkan pegawai
pajak untuk memberikan informasi dan bimbinangan mengenar perpajakan. Kelas
pajak diselenggarakan untuk wapb pajak vang memerlukan bimbingan teknis
perpajakan dengan cara berkelompok sehingga lebih efisien waktu. Kelas pajak
diadakan sesuai kebutuhan informasi dengan jumiah peserta yang melebihi kapasitas
layanan di Help Desk KPP Pratama Denpasar Barat. Beberapa jenis kelas pajak vang
diadakan oleh KPP Pratama Denpasar Barat antara lain :

1) Kelas Pajak Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh;

2) Kelas Pajak Tata Cara Pelaporan SPT melalui ¢-filling; dan

3) Kelas Pajak Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Bendahara Potput.

Di lvar jadwal rutin dilaksanakannya kelas pajak, pada periode tertentu wajib
pajak dapat meminta untuk diadakan kelas pajak dengan jumlah kuota dan tema
tertentu tanpa dipungut biaya. Akan tetapi, wajib pajak maupun pihak eksternal
lainnya tidak bisa begitu saja dapat meminta dan memanggil pegawai pajak untuk
mengisi kelas pajak. Dalam kondisi seperti tersebut, wajib pajak akan menyampaikan
surat permintaan untuk kegiatan kelas pajak kepada Kepala KPP Pratama Denpasar
Barat. Atas dasar surat permintaan tersebut, kepala kantor kemudian akan
mendisposisikan. Dalam kondisi demikian, Kepala KPP Pratama Denpasar Barat

menjalankan peran sebagai mediator.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43892

142

b) Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan dilaksanakan dengan beberapa tujuan di antaranya adalah
penyampaian informasi aturan perpajakan, bimbingan teknis kewajiban perpajakan,
maupun edukasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak  Kegiatan sosialisasi ini
dapat diselenggarakan di KPP, di gedung yang difasilitast KPP, maupun di lokasi
yang diminta oleh wajib pajak.

Sama seperti kelas pajak, di luar jadwal rutin dilaksankan sosialisasi perpajakan,
wajib pajak dapat meminta untuk diadakan sosialisasi. Akan tetapi, sekali lagi wajib
pajak maupun pihak eksternal lainnya tidak bisa begitu saja dapat meminta dan
memanggil pegawai pajak untuk mengisi sosialisasi perpajakan. Dalam kondisi
seperti ini, wajib pajak akan menyampaikan surat permintaan untuk kegiatan
sosialisasi perpajakan kepada Kepala KPP Pratama Denpasar Barat. Atas dasar surat
permintaan tersebut, kepala kantor kemudian akan memberi disposisi kepada seksi
terkait. Dalam peran seperti itu, Kepala KPP Pratama Denpasar Barat disebut sebagai
mediator. Hal ini tercermin pada dari wawancara dengan informan yang diungkapkan
sebagai berikut.

Saat berjalannya program pengampunan pajak. banyak wajib pajak, perusahaan,

kelompok masyarakat datang langsung meminta dan mengirimkan surat untuk

memohon diadakan sosialisasi. Atas dasar surat dan permohonan tersebut, kepala

kantor kemudian berkoordinasi dan memerintahkan tim seksi terkait untuk

melaksanakan sosialisasi (wawancara 09-10-2018)

Memperhatikan uraian tersebut, maka peran kepala KPP Pratama Denpasar Barat
sangat dominan sebagai mediator dalam upaya optimalisasi pelayanan guna

peningkatan penerimaan pajak. Sebagai contoh, tatkala melakukan beberapa program

seperti kelas pajak dan sosialisasi perpajakan.
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4) Pemimpin sebagai fasilitator

Secara konseptual fasilitas dapat diklasfikasikan menjadi dua bagian yakm
fasilitas nonfisik dan fasilitas fisik. Dalam kattan dengan upaya optimalisas:
pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat,

kedua fasilitas tersebut dijabarkan sebagai berikut.

a) Fasilitas nonfisitk

Upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak di KPP
Pratama Denpasar tidak bisa dilakukan dengan tanpa tersedianya fasilitas nonfisik.
Keberadaan pegawai di sebagai bagian sebuah kantor tidak dapat melakukan sesuatu
secara bebas, tanpa memperhatikan peraturan. Apalagi dalam rangka
mengoptimalkan pelayanan, melalui berbagat program atau kegiatan yang
diselenggarakan diluar kantor. Pesetujuan formal dart kepala kantor, dapat
dikatagorikan sebagai fasilitas nonfisik. Bentuk fasihitas nonfisik di KPP Pratama
Denpasar Barat dalam hubungan dengan optimalisasi pelayanan guna peningkatan
penerimaan pajak tersebut digolongkan menjadi tiga jenis, yakni surat keputusan,
nota dinas, dan surat tugas. Selanjutnya ketiga jenis fasilitas nonfisik tersebut

diuratkan seperti berikut ini.
1) Surat Keputusan

Surat keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh
pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan

organisasi atau lembaga tersebut. Kepala KPP Pratama Denpasar Barat memiliki hak
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dan kewapban menerbitkan surat keputusan pada suatu kondisi tertentu. Adapun
beberapa jenis surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Denpasar
Barat dalam upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak adalah

sebagai bertkut.

a) SK Tim Pengolahan SPT Tahunan
b) SK Pembentukan Kelompok dan Tim Fungsional Pemeriksa Pajak
¢) SK Tim Pengampunan Pajak

d) SK Grading Pegawai

Penerbitan surat keputusan tersebut dengan maksud agar pelaksanaan program
tersebut memiliki landasan yuridis, sehingga tidak menjadi kegiatan yang ilegal atau
tidak berdasar secara hukum. Kepala KPP Pratama Denpasar Barat immenerbitkan surat
keputusan sehingga dalam mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan program

tersebut memiliki bukti otentik dan legal.

2) Nota Dinas

Nota dinas adalah naskah dinas internal di lingkungan unit kerja yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab
Jabatan. Nota dinas ditujukan kepada pejabat lain di lingkup internal unit organisasi
yang bersangkutan guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan,

permintaan, atau penyampaian pendapat kepada pejabat lain. Nota dinas memuat hal

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43892

145

yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas dan lengkap, dan dapat langsung dijawab

dengan disposisi oleh pejabat yang dituju.

Sebagaimana diuraikan diatas, Kepala KPP Pratama Denpasar Barat juga
menggunakan nota dinas dalam pelaksanaan tugas dinas. Adapun beberapa jenis nota
dinas yang diterbitkan di KPP Pratama Denpasar Barat dalam upaya optimalisasi

pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak adalah sebagai berikut.

a) Nota Dinas Lembur

b) Nota Dinas Petugas Penerima SPT Tahunan
¢) Nota Dinas Sosialisasi (Tematik)

d) Nota Dinas Satgas SPT Tahunan

e) Nota Dinas /n House [raining

f) Nota Dinas Piket Help Desk

g) Nota Dinas Rapat

Nota Dinas pada KPP Pratama Denpasar Barat digunakan untuk sarana
komunikasi dari bawahan kepada atasan atau antar pejabat yang setingkat atau dari

atasan kepada bawahan. Komunikasi yang baik akan mampu mendongkrak kualitas

pelayanan.

3) Surat Tugas

Surat tugas merupakan surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seorang
pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu dimana isinya menugaskan

seorang pegawai untuk melakukan suatu pekerjaan. Penelitian ini menemukan bahwa

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43892

146

Kepala KPP Pratama Denpasar Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga
menerbitkan surat tugas. Surat tugas umumnya dikeluarkan untuk satu jents pekerjaan
saja. Setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan, maka surat tugas tersebut
menjadi tidak berlaku. Adapun beberapa jenis surat tugas vang dikeluarkan Kepala

KPP Pratama Denpasar Barat adalah sebagai berikut.

a. Surat tugas ke lokasi wajib pajak terkait klarifikasi data;
b. Surat tugas ke lokasi wajib pajak terkait pemeriksaan; dan

¢. Surat tugas mengikuti kegiatas kedinasan di lnar kantor pada jam kantor.

Fungsi surat tugas adalah sebagai dokumen pengesahan formal bagi pegawai
pengemban tugas terhadap tugas yang harus dijalankan. Selain itu, surat ini juga
dapat membantu mempermudah tugas pejabat pelaksana tugas dalam berhubungan
dengan instansi eksternal atau lembaga yang berhubungan dengan tugasnya tersebut.
Dengan kata lain, surat tugas tersebut merupakan bukti legal atas penugasan seorang

pejabat atas suatu pekerjaan sesual dengan 1si surat tersebut.

b) Fasilitas Fisik

Setelah melaksanakan peran sebagai penyedia fasilitas non fisik sebagaimana
telah diuraikan di atas, Kepala KPP Pratama Denpasar Barat memiliki peran dalam
menyediakan fasilitas fisik untuk mendorong upaya optimalisasi pelayanan guna

meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat. Fasilitas fisik yang
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telah disediakan kantor berada dibawah kendah Kepala KPP Pratama Denpasar Barat.

Adapaun penyediaan fasilitas fisik tersebut dapat diidentifikasi seperti di bawah ni.

1) Penyediaan penggunaan aula;

2) Penyediaan penggunaan halaman kantor;

3) Penyediaan penggunaan ruangan rapat;

4) Penyediaan lapangan depan untuk kegiatan seremonial; dan

5) Penyediaan lapang belakang kantor untuk kegiatan olahraga senam dan bulu

tangkis

Program optimalisast pelayanan yang diselenggarakan KPP Pratama Denpasar
Barat selama ini, sepenuhnya menyediakan fasilitas tempat beserta kelengkapan
lainnya telah disediakan oleh kantor atas ijin kepala kantor. Seperti program IHT.
bimbingan teknis, sosialisasi, kelas pajak, selain mendatangkan narasumber kepala
kantor juga telah menyediakan tempat. Hal int berarti Kepala KPP Pratama Denpasar
Barat secara nyata telah berupaya secara optimal menyediakan fasilitas fisik, demi

optimalisasi pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak.

Beberapa kegiatan sehubungan dengan peran Kepala KPP Pratama Denpasar
Barat yang telah dijabarkan diatas, bahwa dapat dilihat darn posisi kepala kantor
dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak di KPP pratama Denpasar Barat, ternyata
berada dalam tiga posisi. Ketiga posisi tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara
informan sebagai berikut.

Posisi bapak kepala kantor mampu memposisikan dimanapun dia dibutuhkan.
Belaiu berada di depan ketika perlu suatu kebutuhan yang bersifat final, berada
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ditengah ketika mengakomodir masukan dan saran, dan di belakang saat
mendorong pegawail. Pemimpin harus fleksibel, menurut saya kepala kantor
sudah mampu dan berhasil dalam peran dan posisinya. (Wawancara 08-10-2018)

Adapun posisi tersebut yaitu di depan, di tengah, dan di belakang. Posisi kepala
Kantor tersebut sejalan dengan ajaran kepemimpiman Dewantara (1967). sebagai

berikut.

1y Ing Ngarso Sung Tulodo artinya Ing ngarso itu didepan / dimuka, Sun
berasal dari kata Ingsun yang artinya saya, /ulodo berarti tauladan. Jadi
makna /ng Ngarso Sung Tulodo adalah menjadi seorang pemimpin harus
mampu memberikan suri tauladan bagi orang — orang disekitarnva. Sehingga
yang harus dipegang teguh oleh seseorang adalah kata suri tauladan.

2) Ing Madyo Mbangun Karso, Ing Madyo artinya di tengah-tengah, AMbangun
berarti membangkitan atau menggugah dan Karso diartikan sebagai bentuk
kemauan atau niat. Jadi makna dari kata itu adalah seseorang ditengah
kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah
semangat. Karena itu seseorang juga harus mampu membenkan inovasi-
movast dilingkungannya dengan menciptakan suasana yang lebih kodusif
untuk keamanan dan kenyamanan.

3y lwt Wuri Handayani, Tut Wuri artinya mengikuti dari belakang dan
handayani berati memberikan dorongan moral atau dorongan semangat.
Sehingga artinya 7Tut Wuri Handayani ialah seseorang harus memberikan

dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dorongan moral im
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sangat dibutuhkan oleh orang — orang disekitar kita menumbuhkan motivasi

dan semangat.

Pada saat berposisi di depan, kepala kantor telah menjadi contoh atau teladan
dalam sctiap pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya berbagai program daiam kaitan
dengan optimalisasi pelayanan, tidak hanya sekedar dmcapkan sebatas ide saja.
Kepala kantor ikut langsung terlibat dan menjadi pelopor dalam program tersebut.
Seperti program [HT dan Bimbingan Teknis serta ICV KPP Pratama Denpasar Barat.
Selain menjadi peserta Kepala KPP Pratama Denpasar Barat juga menjadi

narasumber maupun pemateri.

Ketika upaya optimalisasi sedang berjalan di lingkungan IHT dan Bimbingan
Teknis serta ICV KPP Pratama Denpasar Barat, kepala kantor juga berada di tengah-
tengah. Pada posisi ditengah, kepala kantor selalu membangkitkan semangat kepada
seluruh  peserta melalui  beberapa pendekatan. Beberapa pendekatan yang
dipergunakan kepala kantor agar motivasi dan semangat peserta tetap kondusif adalah
pendekatan personal, pendekatan persuasif dan pendekatan kewenangan. Semua
pendekatan tersebut dimaksudkan agar suasana pelaksanaan program tetap kondusif
dan berjalan sesuai dengan tujuan yang dinginkan. Bahwa dalam kaitan dengan
keberadaan kepala kantor di belakang, upaya-upaya yang dilakukan adalah

memberikan dorongan atau motivasi, terutama motivasi yang bersifat moril.

Lebih lanjut apabila dikaji dan aspek gaya kepemimpinan vang diterapkan oleh

kepala KPP Pratama Denpasar Barat, ternyata sangat tergantung dengan situasi atau
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kondist. Bila khusus dikaji dalam kaitan dengan optimalisasi pelayanan, kepala
kantor memandukan atau dua katagori gaya, yaitu gaya otokratis dengan gava
demokratis. Dalam pelaksanaan program /n House Training (/1H1) dan Bimbingan
Teknis penentuan peserta pegawai dilakukan dengan pendekatan kekuasaan yang
lebith mengarah pada gaya otokratis. Sedangkan dalam beberapa kegiatan seperti
upaya mengikuti pendidikan maupun melanjutkan kuliah ke jenjang berikut, Kepala
KPP Pratama Denpasar Barat memberikan kebebasan kepada pegawai untuk
menentukan pitihan. Apakah memilih lembaga yang dikelola oleh swasta atau oleh
pemerintah, sepenuhnya diberikan kebebasan kepada pegawai vang bersangkutan,
sehingga kepala kantor dalam kondisi seperti tersebut lebih mengutamakan gaya

demokratis.

2. Faktor Penderong Upaya Optimalisasi Pelayanan guna Peningkatan

Penerimaan Pajak

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan selalu berhubungan dengan
manusia lain. Bahkan dalam melakukan berbagai kegiatan manusia selalu
dipengaruht oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor pendorong. Faktor
pendorong adalah hal-hal yang memengaruhi sesuatu menjadi berkembang,
memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya. Secara umum faktor
yang mempengaruhi manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupan tersebut dapat

dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43892

151

Begitu pula dalam hubungan dengan optimalisasi pelayanan guna peningkatan
penerimaan pajak di lingkungan KPP Pratama Denpasar Barat. Berdasarkan
penclitian di lapangan diperoleh faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi upaya
optunalisast pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak. Faktor-faktor tersebut
dapat dirumuskan menjadi 2 bagian yaitu, faktor internal maupun faktor eksternal.
Berdasarkan hasil penelitian kedua faktor tersebut, diuraikan seperti berikut n1.

a) Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian dapat didentifikasi 3 (tiga) faktor internal vang
dapat menjadi pendorong dalam upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan
penerimaan pajak. Ketiga faktor-faktor tersebut dijabarkan sepert: berikut in1.

1)  Lokasi Kantor

Lokast KPP Pratama Denpasar Barat memiliki kelebihan dibandingkan dengan
beberapa KPP lain di wilayah Kanwil DJP Bali. Letak KPP Pratama Denpasar Barat
yang strategis berada di pusat kota memudahkan akses wajib pajak serta pegawai.
Keunggulan tersebut didukung juga dengan bangunan kantor vang berdiri sendiri dan
tidak menyatu dengan dinas atau unit lain. Hal tersebut menjadikan suasana KPP
Pratamna Denpasar Barat menjadi lebih kondusif.

Lokasi kantor yang strategis dan kondusif menciptakan lingkungan kerja yang
nyaman. Sesual dengan pandangan Rahmawanti, dkk (2014) yang mengungkapkan
bahwa terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, aman dan menyenangkan
merupakan salah satu cara organisasi untuk dapat meningkatkan Kkinerja para
pegawal. Peningkatan kinerja pegawai akan membantu organisasi dalam mencapai

tujuan organisasi, dalam hal in1 tercapainya target penerimaan pajak.
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2) Pola Mutasi dan Promosi

Mutasi menurut adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi
vang memiliki tingkat level yang sama dart posisi perkerjaan sebelum mengalami
pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah
sama seperti sedia kala. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari
kejenuhan karyawan atau pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang
membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai
dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu organisasi.

Mutasi terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk
mendapatkan promosi di waktu mendatang. Hakekatnya mutasi adalah bentuk
perhatian pimpinan terhadap bawahan. Disamping perhatian internal, upaya
peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh
pergerakan yang terjadi dalam lingkup kerja pemerintahan.

Selanjutnya, Husein (2003) mengungkapkan promosi sebagai suatu penghargaan
dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam
pemerintahan maupun organisasi swasta. Seseorang yang menerima promosi harus
memiliki kualifikasi yang baik dibanding kandidat-kandidat vang lainnya. Promosi
merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong
karyawan untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan
dalam lingkungan organisasi.

Reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak salah satunya dilakukan dengan
penerapan sistem reward and punishment yang memenuhi rasa keadilan. Apabila

pada tahun-tahun sebelumnya kinerja pada KPP yang memiliki beban lebih berat
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dirasakan kurang mendapat perhatian vang signifikan, maka saat ini telah muncul
pola mutasi dan promosi yang berbeda.

Mutasi dan promosi saat im diperhitungkan dengan beberapa variabel seperti,
kinerja pribadi pegawai, kinerja kantor dan kategori kantor. Dengan sistem i
memungkinkan terjadinya pegawai dengan level jabatan dan masa kerja vang sama
memiliki penghasilan/take home pay yang berbeda sesuai dengan kinerja. Sistem ni
juga memungkinkan pegawai dengan kinerja individu yang baik atau spesial untuk
mutasi atau promosi menuju kategori kantor diatasnya. Begitu juga sebaliknya, bagi
pegawai dengan kinerja individu yang cenderung kurang dan rendah untuk pindah ke

kantor dengan kategori lebth rendah.

3) Rasa Memiliki dan Kreatifitas Pegawai

Rasa memiliki dan kreatifitas yvang dimiliki oleh pegawai KPP Pratama Denpasar
Barat dapat dilihat dari beberapa hal. Salah satunva terkait upaya dalam optimlaisasi
pelayanan. Salah satu hasil kreatifitas pegawai dalam adanva aplikasi dan sistem yang
bernama “Gugul” dan “Medusa”.

Keberadaan kedua sistem ini membantu seluruh pegawai di KPP Pratama
Denpasar Barat dalam mengakses informasi serta aplikasi lain yang berhubungan
dengan pekerjaan dan layanan perpajakan. Rasa memihki yang tinggi juga dapat
dilihat dart pegawai sub bagian umum yang memberikan respon yang cepat tanggap

setiap ada pemasalahan pada seksi lain.
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b) Faktor Eksternal

Selain faktor pendorong internal vang telah diuraikan diatas, hasil penelitian ini
juga mengidentifikasi faktor eksternal yang menjadi pendorong dalam upaya
optimalisasi pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak. Faktor yang menjadi
pendorong c¢kstenal dalam upaya optimalisast pelayanan guna penmgkatan
penerimaan pajak adalah penerbitan regulasi di bidang perpajakan vang
menyederhanakan pelaksanaan kewajiban perpajakan serta menurunkan persentase
tarif pajak. Penyederhanaan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha
mikro kecil dan menengah adalah dengan penerapan pajak penghasilan final.
Penerapan pajak penghasilan yang bersifat final dengan mempertimbangkan beberapa
hal, antara lain:

1) Perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak:

2) Berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun DJP:

3) Memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter; serta

4) Bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menerima atau

memperoleh penghasilan dari usaha vang memiliki peredaran bruto tertentu,
untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak
Penghasilan yang terutang.

Pengenaan pajak penghasilan final bagy pelaku usaha mikro kecil dan menengah
dimulai sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghaslan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Apabila sebelumnya diperlukan suatu

mekanisme dan perhitungan tertentu dalam menghitung pajak penghasilan terutang,
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maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah im wajib pajak yang memenuh kriteria
cukup mengkalikan nilai peredaran bruto dengan tarif 1% untuk mendapatkan nmlai
pajak penghasilan terutang.

Langkah-langkah penyederhanan tersebut disusul dengan penyempurnaan
regulasi sebelumnya melalui terbitnva Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah mi hadir
untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dar aspek
keadilan dan kepastian hukum.

Aspek keadilan yang menjadi poin penting dalam Peraturan Pemerintah i
adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria dapat memilih untuk menggunakan tarif
normal sesuai Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau
tarif pajak penghasilan final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
Sementara dari aspek kepastian hukum, peraturan ini mengatur mengenai batasan
waktu berlakunya pengenaan PPh final tersebut. Selain kedua aspek tersebut, salah
satu poin penting dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
adalah penurunan tarif pajak yang semula sebesar 1% menjadi 0.5%.

Penyederhanaan dan penurunan tanf ini secara simultan dan komprehensif
merupakan salah satu faktor pendorong dalam upaya optimalisasi pelayanan guna
peningkatan penerimaan pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan
Noza (2016) yang menemukan hasil bahwa dengan adanya perubahan tarif pajak
persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya berubah ke arah positif.

Penelitian lain dari Norsain dan Yasid (2014) menemukan hasil bahwa dengan
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adanya kemudahan cara membayar dan menghitung hutang pajak, dapat
meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya ke arah yang
lebih baik. Penyederhanaan pelaksanaan kewajiban dapat memberikan pelayanan
vang lebih berkualitas kepada wajib pajak sedangkan di satu sisi penurunan tanf
walaupun untuk sementara dapat menurunkan nilai setoran pajak, akan tetapi di sisi

lain akan mampu memperluas basis pembayar pajak.

3. Faktor Penghambat Upaya Optimalisasi Pelayanan guna Peningkatan
Penerimaan Pajak serta Strategi untuk Mengatasi Faktor Penghambat
Tersebut.

3.1 Faktor Penghambat Upaya Optimalisasi Pelayanan guna Peningkatan
Penerimaan Pajak
Faktor pendorong upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan penerimaan

pajak di KPP Pratama Denpasar Barat telah diuraikan menjadi faktor internal dan

eksternal. Selanjutnya, akan diuraikan pula faktor penghambat upaya optimalisasi
pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak. Fakta menunjukkan bahwa faktor
pendorong bersumber dari internal dan eksternal, ternyata penelitian ini juga
menunjukkan bahwa sumber faktor pengharbat dapat diklasifikasikan menjadi dua
sumber, yakni sumber internal dan sumber eksternal.

Faktor-faktor yang termasuk sumber internal, meliputi: sistem penganggaran,
kuantitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Sedangkan faktor-faktor
yang termasuk sumber eksternal meliputi penerbitan regulasi dan kesadaran wajib

pajak. Seluruh faktor tersebut menjadi penghambat dalam upaya optimalisasi
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pelayanan di KPP Pratama Denpasar Barat. Adapun faktor-faktor internal
penghambat upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak adalah
sebagai berikut:

a) Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian dapat dudentifikasi 3 (tiga) faktor mternal yang
dapat menjadi penghambat dalam upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan
penerimaan pajak. Ketiga faktor-faktor tersebut dijabarkan seperti berikut ini.

1) Sistem Penganggaran

Aspek anggaran merupakan salah satu faktor internal yang menjadi penghambat
dalam upaya optimalisast pelavanan. Sejak berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang keuangan negara, maka sistem penganggaran telah mengadopsi sistem
penganggaran yang berbasis kmerja yang menggantikan sistem penganggaran
tradisional. Hambatan perihal anggaran. terangkum dalam wawancara informan
sebagai berikut :

Pendanaan kurang fleksibel karena terkadang usulan tidak relevan, dan terdapat

pembatasan terkait jumlah biaya modal. Kadang pengadaan itu sudah dibutuhkan

saat im, seprti contohnya SMS blast, saat ini sudah perlu whatsapp blast. Susah

untuk switch apabila perlu barang dalam suatu saat tertentu (wawancara 09-10-

2018)

Karakteristik sistem penganggaran ini cenderung bersifat rigid dan tidak
fleksibel. Pendanaan menjadi kurang fleksibel karena disusun dua tahun sebelumnya
sedangkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/LLembaga (RKA-KL)
ditetapkan setahun sebelumnya. Hal ini mengakibatkan terkadang usulan dari unit

sudah tidak relevan pada saat anggaran tercalisasikan. Belum lagi apabila terdapat

pembatasan terkait jumlah biaya modal yang disetujui untuk dianggarkan.
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Adanya sistem anggaran yang cenderung rigid berdampak pada upaya KPP
Pratama Denpasar Barat dalam upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan
penerimaan pajak. Pada tahun 2016, KPP Pratama Denpasar Barat guna
mengoptimalkan pelavanan kepada wajib pajak telah mengusulkan adanya anggaran
untuk penyediaan aphikasi sms blast. Sms blasi adalah aplikasi yang dapat
memberikan layanan pengiriman pesan ke banyak pomor sckaligus dan dapat
menggunakan nama pengirim. Akan tetapi saat ini seiring dengan perkembangan

teknologi telah tersedia berbagai alternatif lain yang seperti aplikasi whatsapp Blast.

2) Kuantitas Sumber Dava Manusia

Faktor sumber daya manusia adalah faktor penting dalam organisasi. Rasio wajib
pajak dan petugas pajak yang masih kurang ideal. Rasio vang masih kurang ideal
dapat dilihat dari perbandingan jumlah wajb pajak terdaftar dengan jumlah petugas
pajak di KPP Pratama Denpasar Barat.

Ketimpangan rasio tersebut akan menjadi semakin tajam apabila dibandingkan
dengan jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan Kecamatan

Denpasar Barat. Adapun rincian jumlah wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Barat

ditunjukan pada tabel berikut.
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Tabel 4.5 Jumiah Wapb Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat
1 Wilayah Kerja KPP Kec. Denpasar - Kec. Denpasar Utara Jumiah
Barat
2 Luas Wilavah 24,06 KM2 31.42 KM2 55,48 KM2
3 - Jumlah Kclurahan ! - 11 22
4 Jumlah WP Orang Pribadi 57462 45262 102.724
- OP Karvawan 40 479 33390 73 869
- - OP Non Karvawan 16983 11.872 28.833
5 Jumlah WP Badan 6423 4636 ' 11.059
6 - Jumlah WP Cabang (Lokasi) 2133 ' 1.065 - ' 3218
Z'7 . Jumlah WP Bendahara 603 1096 ' 1.699
8  Jumlah Pengusaha Kena Pajak ' 1.122 ' 949 2.071

Sumber : Diolah dari Data Profil KPP Pratama 'D'e'hbéﬂsar Barat
Tabel 4.5 menunjukan jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Denpasar
Barat sampai dengan akhir tahun 2017. Jumlah yang mencapai lebih dari 100 ribu
wajib pajak, apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai KPP Pratama Denpasar
Barat sejumlah 81 orang tentu merupakan sebuah tantangan dalam optimalisasi
pelayanan. Berikut data jumlah pegawai per seksi KPP Pratama Denpasar Barat.

Tabel 4.6 Jumlah Pegawai per seksi di KPP Pratama Denpasar Barat

- No. Nama Seksi Jumlah Pegawai per

31/12/2017 (Orang)
1 Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 8
2 Seksi Pengolahan Data dan Informas: (PDI) 6
3 Seksi Pelayanan 12
4 Seksi Penagihan 4
5 Seksi Pemeriksaan 2
6 Seksi Ekstensifikas: dan Penyuluhan 5
7 . Seksi Pengawasan dan Konsultasi [ (PK I) 7
8 Seksi Pengawasan dan Konsultas: II (PK 1) 8
9 Seks1 Pengawasan dan Konsultas: HI (PK 11I) 8
10  Seks:1 Pengawasan dan Konsultasi IV (PK V) 9
11  Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP) 12

Sumber : Diolah dari Data Profil KPP Pratama Denpasar Barat
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Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 menunjukan data yang jumiah pegawai dan wapb pajak
terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat. Perbandingan lebih dari 100 ribu wajib
pajak dengan seluruh pegawai KPP Pratama Denpasar Barat tentu bukanlah jumlah
yang ideal. Rasio antara pegawai dan wajib pajak terdafat mendekati 1: 1500. Belum
lagi apabila di bandingkan dengan data penduduk wilayah kecamatan Denpasar Utara
diakhir tahun 2017 sebesar 204.6 ribu jiwa dan penduduk kecamatan Denpasar Barat
sebesar 269,03 ribu jiwa. Dengan total jumlah penduduk sebesar 473,63 ribu jiwa di
kedua kecamatan menjadikan rasio pegawai pajak dan penduduk mendekati i: 6000.
Rasio SDM yang masih timpang dilihat dan hasil wawancara sebagai berikut.

Sebagai pegawai pajak upaya dan inovasi yang dilakukan memberikan pelayanan

secara masal sepertt mengingatkan wajib pajak tentang batas waktu penyampian

SPT dan memandu efilling secara massal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya

terbentur dengan rasio SDM (wawancara 09-10-2018)

Jumlah penduduk vang terus berkembang setiap saat apabila tidak dimbangi

peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai akan menimbulkan hambatan dalam

upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak.

3) Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian faktor sarana dan prasarana merupakan salah satu
faktor penghambat optimalisasi pelayanan. Mayoritas proses bisnis layanan di KPP
Pratama Denpasar Barat telah menggunakan sistem online, sehingga apabila terjadi
gangguan pada jaringan dan sistem dapat menghambat dan menganggu proses
pelayanan. Permasalahan sistem dan jaringan di pihak internal KPP seperti kendala

pada server lokal dan genset merupakan tanggung jawab seksi Pengolahan Data dan
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Informasi bersama dengan Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal. Kendala
sarana dapat dilihat dar hasil wawancara informan sebagai berikut.

Kendala sarana terutama jaringan, dengan proses bisnis semua melalui IT dan

sistem online, sehingga apabila terjadi gangguan akan menyebabkan keluhan.

Kendala jaringan tidak selalu dari pihak kita melainkan juga pihak luar. Sarana

dan prasarana, terutana komputer sudah lewat usia ekonomus dan perlu

peremajaan.

Memperhatikan hasil wawancara, dari hasil penelitian diketahui pada sistem
online kendala sistem dan jaringan tidak selalu datang dari pihak internai KPP,
melainkan juga bersumber dari pihak luar. Baik kendala sistem dari Kantor Pusat DJP
maupun kendala jaringan internet dar pihak penyedia jasa atau jaringan listrik dari
PLN. Selain kendala sistem dan jaringan, sarana dan prasarana lain terutama
keberadaaan Personal Computer juga merupakan salah satu faktor pengahambat.

Komputer vang telah melewati umur ekonomis sering menimbulkan kesalahan dan

penurunan kecepatan dalam pengolahan data, sehingga memerlukan peremajaan.

b) Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diidentifikast 2 (dua) faktor eksternal vang
dapat menjadi penghambat dalam upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan
penerimaan pajak. Kedua faktor-faktor tersebut dijabarkan seperti berikut ini.
1) Penerbitan Regulasi.

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu hambatan dalam upaya optimalsasi
pelayanan adalah singkatnya jeda waktu antara penerbitan regulasi dengan saat
berlakunya regulasi tersebut. Hal tersebut diperparah dengan terdapat beberapa

regulasi yang diterbitkan ditengah tahun berjalan dan berdampak pada pelaksanaan
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kewajiban perpajakan sejak awal tahun. Adapun beberapa contoh regulasi tersebut
antara lam sebagai berikut.

a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tanggal 22 Jum
2016 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak yang
mulai berlaku sejak tahun pajak 2016;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghaslan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak vang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tanggal 12 Juni 2013 yang mulai berlaku
sejak tanggal 1 Juli 2013;

¢) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2¢18 tentang
Pajak Penghasilan atas Penghaslan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mulai berlaku
sejak tanggal 1 Juli 2018;

d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tanggal
I Juli 2016 yang berlaku sgjak tanggal | Juli 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 di satu sisi disambut

positif karena merupakan penyesuaian nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
guna mengikuti perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan
harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Akan tetapi disisi lain, terbitnya
peraturan di tengah tahun berjalan dan berlaku sejak awal tahun pajak mengakibatkan
beberapa wajib pajak harus melakukan penghitungan ulang dan pembetulan SPT
Masa PPh Pasal 21 sejak masa awal tahun sampai dengan masa terakhir sebelum

terbitnya peraturan ini.
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Kemudian, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dilaksanakan dan berlaku juga
pada pertengahan tahun berjalan, menimbulkan penerapan dua tarnf yang berbeda
pada satu tahun pajak untuk wajib pajak yang menggunakan tahun pajak januari-
desember. Hal in1 tentunya dapat memuncukan kebingungan, terutama karena wajib
pajak yang menjadi sasaran dari penerbitan ini adalah wajib pajak termasuk dalam
kriteria UMKM.

Begitu pula persoalan jeda waktu yang terjadi saat penerbitan Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tanggal terbit dan belakunya
peraturan tersebut di hari yang sama yaitu 1 Juli 2016, membuat pegawai pajak dan
wayib pajak harus segera mungkin membaca dan memahami aturan tersebut. Hal 1
tentu saja cenderung menimbulkan hambatan dalam penerapannya yang dapat
menganggu proses layanan prima kepada wajib pajak. Akhirnya, proses sosialisas
peraturan tersebut dilakukan secara instan karena peraturan tersebut telah berlaku.
Apalagt kasus di lapangan, beberapa wapb pajak yang mengetahui program
pengampunan pajak telah berlaku, langsung mendatangani KPP Pratama Denpasar
Barat dan menyatakan ingin mengikuti program tersebut.

Permasalaban timbul kareana saat itu petunjuk teknis mengenai mekanisme
pengampunan pajak belum terbit. Akibatnya pelayanan kepada wajib pajak menjadi
terhambat dan tidak optimal. Petunjuk teknis PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang
pelaksanaan UU No.11 tentang Pengampunan Pajak akhirnya terbit pada tanggal 15
Juli 2016. Yang berarti petunjuk teknis tersebut terbit setelah 15 han dari dimulainya

program pengampunan pajak 01 Juli 2016.
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Selain regulasi berupa peraturan yang telah diuratkan diatas, rerdapat juga
beberpa regulasi lain seperti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yvang mengikat
kedalam KPP, namun mempengaruhi layanan kepada wajib pajak. Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2017 tanggal 12 Jum 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Domain. Surat edaran tersebut bertujuan positif Karena
digunakan dalam rangka pengelolaan domain sehingga diharapkan mampu
memonitor dan meningkatkan keamanan data pada komputer pegawai. Akan tetapi
penerapan kebijakan tersebut berdampak pada pembatasan akses penggunaan media
penyimpanan eksternal (storage), seperti flahdisk dan harddisk.

Pada KPP Pratama Denpasar Barat, akibat keterbatasan akses dan transter data
antara komputer pegawai dan penyimpanan eksternal menghambat upayva optimalisasi
pelayanan kepada wajib pajak. Petugas pajak tidak bisa dengan serta merta
memindahkan data dari wajib pajak ke dalam komputernya, melainkan harus melalu
komputer khusus yang terdapat pada ruangan seksi Pengolahan Data dan Intormasi
(PDD).

Faktor eksternal berikutnya adalah terbitnya Regulasi berupa Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 950/KMK . 01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jabatan dan
Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pencrapan aturan
tersebut cenderung menjadi penghambat apabila tidak diimbangi dengan jumlah
pegawal yang memadai. Dalam aturan tersebut terdapat komponen golongan
minimal, jenjang pendidikan serta peringkat/grading yang mempengaruhi tunjangan
kinerja. Sehingga, apabila di suatu seksi memerlukan pegawai/staf pelaksana dengan

kualifikasi tertentu maka tidak serta merta Kepala KPP Pratama Denpasar Barat dapat
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memindahkan pegawai/staf pelaksana vang vang bersangkutan. Karena dengan
merujuk pada PMK tersebut, apabila komponen golongan. jenjang pendidikan, dan
grading tidak terpenuhi, maka perpindahan pegawai ke seksi yang membutuhkan
dapat menurunkan grading serta tunjangan kinerja pegawai tersebut.

Hal im1 tentunya dihindari, mengingat penurunan grade dan tunjangan kinerja
merupakan salah satu bentuk hukuman disiplin, padahal di satu sisi pegawai vang
akan dipindabkan tersebut tidak melakukan kesalahan apapun. Penurunan tersebut
terjadi sebagai akibat perpindahan karena kebutuhan pegawai Oleh karena itu,
Kepala KPP Pratama Denpasar Barat dihadapkan pada suatu tantangan dalam
menyusun kebutuhan pegawai per seksi dengan jumlah tertentu tanpa mengurangi

hak dari pegawai yang akan di tempatkan di suatu seksi.

2) Kesadaran Wajib Pajak

Perkembangan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat berarti
meningkat pula jumlah wajib pajak dalam setiap tahunnya. Namun. penmgkatan
jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak. Masalah kesadaran tersebut menjadi kendala dalam
pemaksimalan dan pencapaian target penerimaan pajak. Kurangnya kesadaran wajib
pajak dapat dilihat dar1 jumlah surat teguran dan sanksi administrasi yang diterbitkan
oleh KPP Pratama Denpasar Barat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa
masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan alasan
malas mengantri di kantor pajak, seperti untuk membuat NPWP dan melaporkan SPT

Tahunan PPh. Alasan ini tentunya tidak dapat diterima, karena saat 1mi telah
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disediakan layanan pendaftaran dan pelaporan melauli berbagai pilthan sepertt pos,
elektronik dan orline, disamping itu apabila terdapat suatu kendala atau permasalahan
telah tersedia berbagai macam saluran komunikasi media sosial mapun caf/f center,

Penelitian im1 menemukan kesadaran wajib pajak masth harus ditingkatkan.
Kemauan dan kemampuan belajar mandiri wajib pajak cenderung rendah. Pada seksi
Pengawasan dan Konsultasi | di KPP Pratama Denpasar Barat, vang memiliki fungs
khusus membantu wajib pajak yang kesulitan, masih sering menemui wajib pajak
selalu balik pada masa berikutnya untuk memnta penjelasan dan bantuan perpajakan.
Bantuan yang diminta antara lain pembuatan »///ing maupun pembuatan laporan SPT
secara elektronik (e-spt). Mengingat keterbatasaan jumlah pegawar. datangnva pihak
yang sama berulang kali dengan kasus yang sama akan mengurang: hak wajib pajak
lainnya untuk mendapatkan pelayanan yang optimal.

Menurut Tulenan, dkk (2017: 2), kesadaran wajib pajak adalah “suatu kondisi
dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan
dengan benar dan sukarela” Sejalan dengan pandangan tersebut, Susilawati dan
Budiartha, (2013) mengungkapkan bahwa mengingat wajib pajak tidak mendapat
kontraprestasi langsung dari kewajiban yang dilakukan maka diperlukan suatu sebuah
kerelaan dan keikhlasan dari wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban.
Akan tetapi, di lapangan saat int masih banyak wajib pajak maupun masyarakat yang
kurang menyadari kewajiban perpajakannya serta tetap berupaya melakukan
penghindaran.

Kesadaran wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan salah

satunya dapat dilihat dari ketepatan jumlah maupun waktu pelaporan serta
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pembayaran SPT Pajak. Kesadaran dalam pemenuhan kewajiban merupakan faktor

mendasar dari penerapan self assessment system.

3.2 Strategi untuk mengatasi Faktor Penghambat Upaya Optimalisasi

Pelayanan guna Peningkatan Penerimaan Pajak

Berangkat dari faktor-faktor penghambat upava optimalisasi pelayanan guna
pemngkatan penerimaan pajak maka diperlukan suatu strategi untuk mengatasi
faktor-faktor penghambat tersebut Siagian (2004: 15) memberikan definisi strategi
sebagai “serangkaian keputusan dan tindakan mendasar vang dibuat oieh manajemen
puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi tersebut’.

Sejalan dengan pendapat Siagian, Argyris (1985) mengungkapkan bahwa strategi
suatu tindakan beradaptasi dengan berbagai gangguan dan kesempatan, baik vang
datang dari dalam maupun luar organisasi. Tindakan vang diambil dilakukan secara
berkesinambungan dengan menyesuaikan kekuatan dan kelemahar vang dimiliki
organisasi. Adapun beberapa strategi yang dapat disusun oleh KPP Pratama Denpasar
Barat untuk mengatasi faktor penghambat upaya optimalisasi pelayanan guna
peningkatan penerimaan pajak adalah sebagai berikut.

1) Sistem penganggaran

Sistem penganggaran berlaku untuk seluruh untt kerja di seluruh Indonesia tanpa
terkecuali. Oleh karena itu, KPP Pratama Denpasar Barat sebagai bagian dari instansi
vertikal dan satuan kerja dalam organisasi pemerintah wajib untuk mengikuti sistem

penganggaran tersebut. Apabila dirasakan terjadi suatu hambatan dalam sistem
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penganggaran sebagaimana telah diuraikan diatas, maka strategi vang dapat ditempuh
adalah dengan melakukan revisi anggaran.

Revisi anggaran dilakukan oleh tim keuangan vang dibentuk oleh Kepala KPP
Pratama Denpasar Barat. Karena aspek kecepatan dan ketelitian sangat penting dalam
melakukan revisi anggaran, maka diperlukan suatu tim keuvangan vang solid dan
berpengalaman. Meskipun setelah pengajuan revist anggaran, tidak semua pengajuan
dapat terakomodir, maka langkah tim keuangan adalah mengantisipasi sejak awal
dengan menyusun skala prioritas mengenai kegiatan, program atau sarana prasarana
mana yang lebih penting. Misalnya, dalam hal sarana dan prasarana di KPP Pratama
Denpasar Barat, mengingat pentingnva keberadaan sarana komputer, baik secara
kuantitas dan kualitas, maka usulan untuk tahun anggaran berikutnya agar segera

dilakukan.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Organisasi pemerintah memiliki perbedaan dengan organisasi swasta. Salah
satunya perbedaaan adalah dalam perekrutan dan/atau penambahan jumlah sumber
daya manusia. Apabila pada organisasi swasta dapat merekrut pegawai sewaktu-
waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi tersebut, KPP Pratama
Denpasar Barat sebagai suatu organisasi pemerintah tentu tidak dapat melakukan hal
yang sama. Proses perekrutan pegawai pada KPP Pratama Denpasar Barat pada
khususnya dan DJP pada wmumnya harus mengacu pada kebutuhan dan kemampuan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat keterbatasan wewenang dalam
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perekrutan pegawal, maka strategi vang dapat dilakukan KPP Pratama Denpasar
Barat adalah dengan memaksimalkan kinerja seluruh pegawai yang dimiliki.

Selain optimalisasi kinerja seluruh pegawai, KPP Pratama Denpasar Barat secara
rutin dapat membuat dan mengirimkan laporan analisis beban kinerja yang tepat dan
akurat kepada instansi vertnikal diatasnya secara berjenjang. Dari laporan ilah,
nantinya diharapkan menjadi dasar yang vahd dan kuat_bagi DJP untuk segera
melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Bivokrasi (Kemenpan RB) dalam agenda peningkatan jumlah
fiskus/pegawai pajak di Indonesia.

3) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana memiliki peran stariegis dalam optimalisasi pelayanan.
Schingga, hambatan sarana dan prasarana vang dialami KPP Pratama Denpasar Barat
dapat mengganggu upava optimalisasi pelayaan guna peningkatan penerimaan pajak.
Peran penting sarana dan prasarana ini sejalan dengan pandangan Hartono (2014)
yang menyatakan bahwa kinerja pegawai sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana
dan prasarana

Penelitian ini mendapatkan bahwa hambatan sarana dan prasarana terjadi pada
KPP Pratama Denpasar Barat. Hambatan terletak pada permasalahan jaringan, seperti
jaringan internet, intranet maupun jaringan hstrik dan telepon. Mengingat berbagai
layanan perpajakan kini telah menggunakan sistem berbasis teknologi informsi dan
online maka diperlukan suatu strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan ini.

Strategi dalamn menangani hambatan sarana dan prasarana jaringan adalah dengan

menyiapkan suatu skenario melayani dengan mekanisme manual. Skenario pelayanan
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manual dalam keadaan tertentu dapat mengurang faktor penghambat tersebut. Dalam
keadaan gangguan jaringan pelayanan kepada wajib pajak dapat tetap berjalan
sebagaimana mestinya. Selain skenario pelayanan secara manual, untuk langkah
jangka pamjang, dapat segera dirancang rencana untuk mengadakan alat backup
jaringan yang lebih memadai. Sebagai contoh, pengadaan genset dan bahan bakarnya
yang mampu menopang kebutuhan tenaga listrik seluruh seksi di KPP Pratama
Denpasar Barat. Hanya saja, mengingat sistem pengadaan dan alokasi dana, maka
implementasi rencana harus dilakukan sesuai dengan taat asas dan administrasinya.
4) Penerbitan Regulasi

Jeda waktu antara penerbitan dan berlakunya regulasi yang cenderung singkat
menjadi faktor penghambat eksternal upava optimalisasi pelayanan guna peningkatan
penerimaan pajak. Belum lagi, apabila terdapat regulasi yang terbit di tengah tahun
berjalan dan berdampak pada pemenuhan kewajiban perpajakan sejak awal tahun.

Untuk regulast yang setingkat dengan Peraturan Dirjen Pajak, KPP Pratama
Denpasar Barat sebagai instansi vertikal DJIP dapat memberikan kontribusi melalui
pengiriman masukan kepada Kantor Pusat DJP terkait penerbitan regulasi-regulasi
lain kedepannya agar Iebih mempertimbangkan aspek jeda waktu antara saat terbit
serta berlakunya peraturan tesebut. Hal im1 penrting, karena terbitnya suatu regulasi
baru tidak serta merta dapat langsung di sosialisasikan kepada masyarakat dan wajib
pajak. Pegawai di KPP memerlukan pemahaman terlebih dahulu perihal regulasi
tersebut. Pemahaman tersebut didapat melalui IHT dan bimbingan teknis baru

kemudian dapat mentransfer pengetahuan kepada pihak eksternal.
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Regulasi yang berdampak pada terbatasnva akses dan transfer dara untuk
penggunaan media penyimpanan eksternal /siorage), seperti flahdisk dan harddisk
dapat diatasi dengan mulai mengedukasi wajib pajak untuk menggunakan email atau
media pengiriman berbasis cloud. Apabila cara i masih dirasa sulit, maka
penambahan komputer yang mampu melakukan transfer data, paling tidak 1 (satu)
komputer di setiap seksi adalah svatu kebutuhan yang wajib dan harus segera
direalisasikan.

Untuk regulasi yang sifatnya lebih tinggi dari Peraturan Dirjen Pajak. seperti
halnya Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang,
semua peraturan tersebut adalah murni kewenangan pemerintah selaku eksekutif,
yakni kementerian yang berkoordinasi dengan iembaga legislatif. Saran, masukan dan
kritik selama proses perancangan peraturan dari para pemangku kepentingan yaitu
wajib pajak pada khususnya dan masvarakat pada umumnya sangatlah diperiukan.
Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertingm dalam negara demokrasi dapat
membantu penerbitan peraturan-peraturan perundangan yang berkualitas.

5) Kesadaran Wajib Pajak

Faktor hambatan eksternal berikutnya dalam upaya optimalisasi pelayanan guna
peningkatan penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Utomo (2011)
wajib pajak yang secara sukarela melakukan kewajiban perpajakan adalah wajib
pajak yang memiliki kesadaran pajak. Berdasarkan pandangan tersebut, maka
kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak.
Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin meningkatkan realisasi

penerimaan negara vang bersumber dari sektor perpajakan pajak. Pandangan tersebut
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selaras dengan hasil penelitian Safit (2013) vang mengungkapkan bahwa salah satu
hambatan dalam pencapaian realisasi penerimaaan pajak adalah faktor kesadaran
wajib pajak. Setiap wajib pajak memiliki bagian dalam dirinya mengenai pemahaman
dan cara berbuat dalam pemenuhan kewajiban pajak.

Kesadaran wajib pajak memiliki dampat terhadap kepatuhan wajib pajak.
Peningkatan kesadaran wajib pajak berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib
pajak. Kepatuhan vang menimgkat diharapkan mampu mendongkrak realisasi
penerimaan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Mory (2015: 3) yang menyatakan
bahwa “kesadaran wajib pajak adalah suatu kondist dimana wajb pajak mengetahui,
dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela™ Oleh karena itu,
tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran
atas pemenuhan kewajiban perpajakan.

Strategi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Denpasar
Barat dapat dilakukan dengan fokus pada pendidikan serta sosialisasi secara intensif.
Strategi in1 selaras dengan pandangan Imaroh (2016) yang mengungkapkan kesadaran
wajib pajak dapat ditingkatkan melalui bidang pendidikan dan pengetahuan sebagai
dasar tumbuhnya kesadaran wajib pajak. Selamn pendidikan, penyebaran informasi
gratis baik dengan brosur, selebaran dan buletin pajak. Masih menurut Imaroh (2016)
peran konsultan pajak sebagai mitra dan perpanjangan tangan KPP adalah penting.
Konsultan pajak dapat membantu DJP untuk memberikan pemahaman tentang hak
dan kewajiban wajib pajak, sehingga dapat memberikan pengaruh positif dalam

peningkatan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan.
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BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan analisis dan pembahasan, maka penelitian dilanjutkan

dengan melakukan perumusan simpulan guna menjawab tujuan penclitian.

Berlandaskan pada pembahasan dan hasil penelitian, selanjutnya dirumuskan

beberapa kesimpulan, yaitu:

1) Bahwa peran Kepala KPP Pratama Denpasar Barat dalam upaya optimalisasi

pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat

memiliki peran sebagai inovator, inisiator, mediator dan fasilitator.

a. Inovasi vang dilakukan Kepala KPP Pratama Denpasar Barat adalah sebaga:

berikut.

1) Aplikasi Pemberkasan;

2) Aplikasi Monitering Berkas Permohonan;

3) Ruang Ramah Pajak dan Alat Bantu Kesehatan;

4) Ruang Laktasi;

5) Ruang Ramah Anak;

6) SMS Blast dan Denbar Chatting;

7) Siaran Televisi dan Radio;

8) Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube);
9) Denbar Code;

10) Mini ATM dan Billing.
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b. Peran sebagar misiator dalam optimalisasi pelayanan guna peuningkatan
penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat dengan membuat
beberapa kegatan yang merupakan iniasitif dari Kepala KPP Pratamna
Denpasar Barat, seperti menyelenggarakan /n House Traming (IH1).
Bimbingan Tekms dan Kegiatan Internal Corporate Value (1CV) dengan
tema sesuai kebutuhan.

c. Bahwa peran sebagai mediator dalam rangka pemingkatan telah pula
dilakukan oleh Kepala KPP Pratama Denpasar Barat. Peran sebagai mediator
ditunjukkan dengan memediasi pelayanan dengan pihak eksternal diluar
KPP Pratama Denpasar Barat. Bentuk mediasi yang dilakukan Kepaia KPP
Pratama Denpasar Barat antara lain berupa menyelenggarakan kegiatan kelas
pajak dan sosalisasi perpajakan.

d. Bahwa peran Kepala KPP Pratama Denpasar Barat dalam upaya optimalisasi
pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar
Barat telah pula ditunjukkan dalam bentuk penyediaan fasilitas. Fasilitas
vang diberikan kepada pegawai maupun wajib pajak berbentuk fisik maupun
nonfistk. Fasilitas fisik meliputi penyediaan tempat berupa ruangan, aula dan
halaman di areal KPP Pratama Denpasar Barat guna mendukung kegiatan
pelayanan. Sedangkan fasilitas nonfisik meliputi surat keputusan, nota dinas,
dan surat tugas.

2) Bahwa dilihat dari faktor pendorong dalam upaya optimalisasi pelayanan guna
peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat secara umum

dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor
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pendorong vang bersumber dan internal meliputi lokasi kantor, pola mutasi
promosi dan rasa memiliki serta kreatifitas pegawai. Sementara itu faktor-faktor
pendorong cksternal adalah adanya penyederhanaan pelaksanaan pemenuhan
kewajiban perpajakan serta penurunan tarif pajak.

3) Bahwa dilihat dari faktor penghambat dalam upaya optimalisasi pelayanan guna
peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat, dapat pula
dikatagorikan ke dalam dua sumber, yakni sumber mternal dan sumber eksternal.
Dari sumnber internal, faktor-faktor penghambat tersebut telah dapat diidentifikasi
sepert sistem penganggaran, kuantitas sumber daya manusia dan sarana
prasarana. Sedangkan sumber penghambat eksternal telah dapat dudentifikasi
adalah penerbitan regulasi dan kesadaran wajib pajak.

Beberapa strategi yang dapat disusun untuk mengatasi faktor penghambat upava
optimalisasi pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak adalah sebagai
berikut.

a. Strategi untuk mengatast hambatan sistem anggaran;

b. Strategi untuk mengatasi hambatan kuantitas sumber daya manusia;

¢. Strategi untuk mengatasi hambatan sarana dan prasarana;

d. Strategi untuk mengatasi hambatan penerbitan regulasi; dan

e. Strategt untuk mengatasi hambatan kesadaran wajib pajak.
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B. Saran
Setelah merumuskan simpulan, maka dalam penelitian i dilanjukan dengan

merumuskan  beberapa  saran-saran.  Saran-saran  yang  dirumuskan,  tentunva

berhubungan dengan topik bahasan, yakni menyangkut peran pemimpin dalam apaya
optimalisasi pelayanan guna peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Denpasar

Barat, yaitu:

1. Meningkatkan sinergi dan komumikasi yang efektif baik mternal maupun
eksternal. Sinergi dan komunikasi yang efektif antar seksi di KPP Pratama
Denpasar Barat diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelavanan kepada
pthak eksternal, khususnya wajib pajak.

2. Meningkatkan kegilatan pembaharuan pengetahuan serta peningkatan
kemampuan akademis pegawai secara berkesinambungan melalui pelatihan
formal maupun informal mengingat perubahan peraturan serta kondisi wajib
pajak di lapangan vang dinamns.

3. Meningkatkan kegiatan bimbingan mental dan rohani khususnya terkait inte gritas
pegawai.

4. Sosialisasi secara masif dan berkelanjutan kepada wajib pajak. Khususnva,
sosialisasi yang menekankan agar wajib pajak lebith memaksimalkan semua
layananan dan informasi yang telah disediakan secara sistem dan online,
schingga kedepannya diharapkan tidak terjadi penumpukan antrian di KPP
Pratama Denpasar Barat. Demi efektivitas, pelaksanaan sosialisasi dapat

disesuaikan dengan kebutuhan wajib oajak
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5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, sepeiti
a) Jaringan Internet wifi di seluruh area KPP Pratama Denpasar Barat.
Mengingat banyaknya layanan yang diselenggarakan secara online serta
beberapa pelayanan guna melakukan edukasi wajb pajak sermgkah
terkendala jaringan internet.
b) Penambahan alat geo tagging agar dipercepat karena selama inr dalam
proses fagging menggunakan alat pribadi milik pegawai.

6. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi setempat, seperti
Pemerintah Daerah, guna memperkuat akurasi basis data perpajakan di wilavah
KPP.

7. Memasukkan pengetahuan dan kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan
sejak dini, baik pada lembaga pendidikan formal mulai jenjang sekolah dasar,
menengah dan tinggi maupun di lembaga pendidikan nonformal seperti

pelatihan, kursus dan sertifikasi.
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2. Peraturan Perundang-undangan, Keputusan dan Surat Edaran ¢
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta amandenien.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Keteniuan Unium
dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Diubah dengan tndang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009,

Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Sebagaimana telah Diubah dengan Undang- Nomor 36 Tahun 2008.

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagatimana telah
Diubah dengan Undang- Nomor 42 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 1983 tentang Pajak
t

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang- Nomor 12 Tahun 1994,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomior 13 Tahun 1985 tentang Bea Materat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan
Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Meunjads
Undang-Undang,

Peraturan Pemerintabh Republik Indonesia Nomo: 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghastlan atas Penghaslan dari Usaha yang Diterima atau Dipercleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan
Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu berupa Harta Bersth vang
Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghaslan dari Usaha vang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Menter1 Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK .01/2014 tanggal
17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansit Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak.
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Peraturan Menter1 Keuangan Republik Indonesia Nomor 161/PMK.010/2016 tanggal
22 Juni 2016 tentang Penyesualan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia 118/PMK.03/2016 tanggal
15 Juli 2016 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak .

Keputusan Menten Keuangan Republik Indonesia Nomor 601/KMK.01/2015 tanggal
30 Desember 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 Tentang Standar Prosedur Operasi
(Standard Operating Procedures) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan.

Keputusan Menter1 Keuangan Republik Indonesia Nomor 960/KMK.01/2016 tentang
Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ/2007 tanggal 05 Nopember
2007 tentang penetapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya
Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 111,
dan Kantor Wilayah Jenderal Pajak Bali. KPP Pratama Denpasar Barat
merupakan unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kantor
Wilayah DJP Bali.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-54/PJ/2015
tanggal 10 Juli 2015 tentang Standar Prosedur Operasi Layanan Unggulan
Bidang Perpajakan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/P1/2017
tanggal 12 Juni 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Domain.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43892

189

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : PEDOMAN WAWANCARA

Bagaimana cara pemimpin dalam membangun kebersamaan dan mempengaruhi

orang lain dalam rangka upaya optimalisasi pelayanan?

8

Apa saja yang dilakukan pemimpin dalam mendorong peningkaian pelavanan

sehingga wajib pajak merasa nyaman?

(8]

Bagaimana upaya, terobosan, dan inovasi pemumpin dalam meningkatkan

semangat melayani?

4. Dimana posisi pemimpin dalam upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan
penerimaan pajak?

5. Apa yang dilakukan pemimpin jika terjadi komplain?

6. Apa saja faktor-faktor pendorong upaya optimalisasi pelavanan?

7. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam upaya optimalisasi pelayanan?

8. Strategi apa yang dilakukan untuk menghilangkan faktor-faktor penghambat

tersebut?

9. Apa saran dan harapan kedepan terkait upaya optimalisasi pelayanan?
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DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 11 : TRANSKRIPF WAWANCARA

informan 1

1

Bagaimana cara pemimpin dalam membangun kebersamaan dan mempengartihs
orang lain dalam rangka upaya optimalisasi pelayanan?

Membangun kebersamaan dengan berbagai kegiatan formal dan nounformal
seperti pertemuan, sosialisasi dan acara olahraga. Mempelajari dan membaca
profil dan rekam jejak sebagai dasar untuk melakukan pendekatan pendekatan
persuasif.

Apa yang dilakukan pemimpin dalam mendorong peningkatan pelayanan
sehingga wajib pajak merasa nyaman?

Mengkoordinasikan kepada masing-masing sekst terkait, jika pelavanan setiap
seksi berjalan baik, maka secara keseluruhan kantor akan baik. Selalu
menyelipkan informas perihal integritas di berbagai kegiatan kantor seperti pada
kegiatan THT dan bimtek.

Bagaimana upaya, terobosan, dan incvast pemimpin dalam menmgkatkan
semangat melayani?

Sudah banyak yang kita lakukan, beberapa hal misalnya menyediakan alat bantu
untuk wajib pajak disabilitas, ruang khusus agar wajib pajak berkebutuharn
khusus tidak harus ke lantai atas, ruang bermain untuk anak. ruang laktasi
Terkait layanan informasi terdapat beberapa aplikasi yang kita adakah sepert:
smys dan whatsapp blast dan beberapa akun di media sosial.

Dimana posisi pemimpin dalam upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan
Fleksibel tergantung situasi dan kondisi.

Apa yang dilakukan pemimpin jika terjadi komplain?

Pengaduan harus diselesaikan sesuai SOP, baik secara langsung maupun sistem
dengan seksi terkait. Sampai saat int hampir tidak terdapat keluhan, walaupun
ada tapi tidak fatal. Komplain dari pihak luar harus jelas terlebih dahulu, karena
beberapa komplain setelah dikomunikasikan dan diselesaikan disini. Untuk
beberapa kasus komplain masalah setelah dipelajari kita sudah benar.

Apa saja faktor-faktor pendorong upaya optimalisasi pelayanan?
Aprsesial kepada pegawai yang baik tidak terlihat tetapi dapat dirasakan, Misal
promosi jabatan. Adanya kebijakan yang mengoptimalkan pelayanan.
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7. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam upaya optimalisasi pelayanan?
Keterbatasan penempatan pegawai untuk level tertentu, terbentur aturan grading
di tiap seksi. Kesadaran wajib pajak masih cukup baik tapi tingkat kepatuhan
masih harus lebih ditingkatkan. Masalah teknologi dan jarmgan mati juga
menghambat pelayanan.

g Strategi apa vang dilakukan untuk menghilangkan faktor-faktor penghambat
tersebut?
Untuk penempatan pegawar dengan melaporkan ke instanst vertikal terkait
komposisi pegawai serta penempatan pegawai. Perihal kesadaran wajib pajak
dengan meningkatkan sosialisasi dan kelas pajak. Disamping itu kualitas pegawas
juga ditingkatkan dengan IHT dan Bimbingan Teknis.

9. Apa saran dan harapan kedepan terkait upaya optimalisasi pelayanan?
Kuncinya kesadaran wajib pajak, kedepannya mengedukasi wajib pajak sejak
dini. Dalam jangka pendek menyasar pengusaha UMKM dengan sosialisasi
melalui banjar dan pemerintah setempat. Sosialisasi dapat dilakukan pada jam
tertentu. Dalam jangka panjang memasukkan kurikulum pajak di sekolah.

Informan 2

1. Bagaimana cara pemimpin dalam membangun kebersamaan dan mempengariihi
orang lain dalam rangka upaya optimalisasi pelayanan?
Seiring dengan waktu berjalan, beliau mampu merangkul, melebur dan bekerja
sama. Tentunya itu tidak hanya dari beliau melainkan kita juga yang membuka
dirt. Ketika pemimpin datang kita pasti membandingkan dengan pemimpin
sebelumnya. Tetapi keadaan pasti berubah dan saya sendiri merasa nyaman
dalam berkomunikasi karena kemauan dari dua pihak untuk mieleburkan dir.
Kepentingan organisasi bukan ego sendiri. Contoh yang saya acungi jempol, saat
ada masalah dengan SDM, bapak kepala menyampaikan kepada sava tidak
mencari siapa yang salah tetapi saya akan mencari solusi. Itu hal vang paling
saya ingin contoh dari beliau. Solutif, tidak menghukum atau menghakimi. Saya
yakin semua pumpinan memiliki tujuan organmisasi. Cuma bagaimana mampu
menerjemahkan  kebawannya.  Bagaimana  kita  menyampaikan  dan
menyembangkan hubungan secara personal. Sekecil apapun peran dalam
organisasi lakukan sebaik-baiknya untuk mendukung kinerja organisasinya.

[\

Apa yang dilakukan pemimpin dalam mendorong peningkatan pelayanan
sehingga wajib pajak merasa nyaman?

Setiap rapat kepala kantor selalu memberi dorongan secara umum mengenai
penerimaan dan integritas serta meningkatkan kinerja, apresiasi kepada pegawai
yang sudah baik.
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Bagaimana upaya, terobosan. dan movias: pemimpin  dalam  menmgkatkan
semangat melayani?

Semua movasi muncui dari pembahesan ide-ide terkoordinasi, misal sepeti
aplikasi baru dan pembenahan suasana kantor

4. Dimana posisi pemimpin dalam upaya optimalisast pelayanan guna peningkatan
penerimaan pajak?
Posisi kepala kantor mampu meposisikan dimanapun dia dibutihkan Di depan
ketika perlu kebutuhan final, ditengah ketika mengakomodir masukan, dan di
belakang mendorong. Pemimpin harus fieksibel, menurut sava kepala kantor
sudah menjalankan peran dau posisi dengan baik.

W

Apa yang dilakukan pemiumpin jika terjadi kemplain?
Mengkoordinasikan kepada seksi terkait baru mencari solusi.

6. Apa saja faktor-faktor pendorong upaya optimalisasi pelayanan?
Lokasi kantor punya kelebihan dibandingkan kantor lamm di bali, antara lain
tempat parkir dan gedung sendiri. Pembinaan karena mutasi silih berganti.
Mutasi tidak bisa memuaskan semua pihak tapi dapat mendorong bagi sebagian.
Sejak awal tahun 2018, kinerja kantor yang lebih berat mendapat reward vang
lebih tinggi.

~]

Apa saja faktor-faktor penghambat dalam upaya optimalisas pelavanan?
Pendanaan kurang fleksibel karena disusun 2 tahun sebelumnya RKAAL
ditetapkan setahun sebelumnya, terkadang usulan tidak relevan. dan terdapat
pembatasan terkait jumlah biaya modal. Kadang pengadaan itu sudah dibutuhkan
saat ini, seprti contohnya SALS hlasi, saat imi sudah perlu Wharsapp Blasr. Susah
switch apabila perlu barang. Hambatan lain adalah SDM ada suvatu kondist
dimana kondist layanan membutuhkan lavanan, lalu secara kualitas bagaimana
pegawal mampu sukarela mengerjakan pekerjaan vang asal muasal juga dari
seksi lain. Beberapa saya temukan kadang masalah yang ada di SDM kita wajib
pajak jadi tahu, ketika perlu mengambi} produk hukuin, saling lempar antar seksi
dan tidak berkoordinasi terlebih dahulu. Akan tetapi sepertinva akhir-akhir ini
sudah tidak ada.

8. Strategi apa yang dilakukan untuk menghilangkan faktor-faktor penghambat
tersebut?
Untuk dana ada revisi dari tim keuangan walapun tidak semua terakomodir,
prioritas hal-hal yang lebih penting. Contoh revisi komputer. Komunikasi dan
koordinasi penting terkait distribust SDM menambah pegawai di seksi waskon I
ketika ada mutasi. Kondisi kepala kantor harus memilih dalam menempatkan
pegawal. Ada pertimbangan terkait grading, kinerja dan diluar bayangan kita.

9. Apa saran dan harapan kedepan terkait upaya optimalisasi pelayanan?
Semoga kedepan dapat lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak
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informan 3

!, Bagaimana cara pemimpin dalam membangun kebersamaan dan mempengaruhi
orang lain dalam rangka upaya optimalisasi pelayanan?
Menurut saya bapak kepala kantor fokus terhadap penerimaan dan bersinerg:
kepada bawahan, dan dari sisi kepemimpinan sudah teruji karena pengalaman
sebelumnya. Terutama dalam hal-hal vang mendesak, target selalu dimonitor
kemudian hal lain selain penerimaan soal integritas kepada bawahan sangat
ditekankan karena instansi pajak menjadi sorotan masvarakat umum. Saya
sebagai bawahan sangat percaya beliau sangat berpengalaman dan mampu
bersinergi dengan bawahan. Apalagi saat ini di akhir tahun penerimaan Denpasar
di kanwil bali mendapat rangking teratas. Beliau mau menerima masukan dan
saran

o

Apa saja yang dilakukan pemimpin dalam mendorong pemngkatan pelayanan
sehingga wajib pajak merasa nyaman ?

Setiap rapat kepala kantor selalu memberi dorongan secara umum mengenail
penerimaan dan integritas serta meningkatkan kinerja.

3. Bagaimana upaya, terobosan, dan inovasi pemimpin dalam menmngkatkan
semangat melayani?
Terkait inovasi kepada wajib pajak, beliau memberikan arahan suasana kantor
tetap segar dan hijau serta penataan kantor yang perlu mendapatkan penekanan
terutama kenyamanan pegawai dalam bekerja serta pelayanan kepada wajib pajak
tetap diberikan layanan maksimal.

4. Dimana posisi pemimpin dalam upaya optimalisasi pelavanan guna peningkatan
penerimaan pajak?
Posisi kepala kantor mampu meposisikan dimanapun dia dibutuhkan.

5. Apa yang dilakukan pemimpin jika terjadi komplam?
Apabila terjadi komplain terutama dari wajib pajak, kepala Kkantor
menginstrusikan baik itu langsung atau melalui whatsapp group agar merespon
cepat dengan mengingatkan kepada bawahan agar hal-hal tersebut segera
direspon dan apabila terdapat kesalahan segera diperbaiki terutama terkait
birokrasi pelayanan.

6. Apa saja faktor-faktor pendorong upaya optimalisasi pelayanan?
Lokasi kantor punya kelebihan dibandingkan beberapa kantor lain di bali, tempat
parkir dan gedung sendiri. Lalu kinerja kantor yang lebih berat mendapat reward
yang lebih tinggi.
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Apa saja faktor-faktor penghambat dalam upaya eptimalisasi pelayanan?
Kendala sarana terutama jaringan, dengan proses bismis semua melalui IT sistem
online, sehingga apabila terjadi gangguan dapat menyebabkan komplain.
Kendala jaringan tidak selalu dar pibak kita melainkan juga pihak luar,

8. Strategi apa yang dilakukan untuk menghilangkan fakior-faktor penghambat
tersebut?
Strateginya hambatan jaringan adalah menyiapkan skenario melayani dengan
manual. Pelayanan tetap berjalan.

9. Apasaran dan harapan kedepan terkait upaya optimaiisas pelavanan?
Agar wajib pajak lebih aktif dan patuh memaksimalkan semua layanan vang
telah disediakan secara sistemn sehingga tidak terjadi penumpukan di kantor.

Informan 4

1. Bagaimana cara pemimpin dalam membangun kebersamaan dan mempengaruhi
orang lamn dalam rangka upaya optimalisas! pelayanan?
Bapak merupakan pemimpin yang diteladani karena tegas dalam menjalankan
aturan dan beliau tipe yang mencari solusi dalam berdiskusi saat terdapat
masalah.

2. Apa saja yang dilakukan pemimpin dalam mendorong peningkatan pelayanan
sehingga wajib pajak merasa nyaman?
Selalu memberikan dorongan apalagi terkait penernmaan. Misal kemarin ada
wajib pajak yang emosional, bapak tetap tenang dan apa vang menjad: keputusan
benar dari anak buah tetap dipertahankan.

3. Bagaimana upaya, terobosan, dan inovast pemuimpin dalam meningkatkan
semangat melayani?
Upaya dan inovasi selama terus meningkatkan pelayanan dan penerimaan.

4. Dimana posisi pemimpin dalam upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatarn
penerimaan pajak?
Posisi kepala kantor mampu meposisikan dimanapun dia dibutuhkan.

5. Apa yang dilakukan pemimpin jika terjadi komplain?
Jika ada komplain dianalisa dulu, tidak langsung menghakimi.

6. Apa saja faktor-faktor pendorong upaya optimalisasi pelayanan?

Adanya kreatifitas teman-teman pegawai membuat sistem misalnya medusa,
yang membantu kinerja, teman-teman seksi PDI dan umum cepat tanggap.
Kebijakan terkait pelayanan, dalam SPT saat-saat krodit bapak cepat tanggap.
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7. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam upaya optimalisasi pelayanan?
Sarana dan prasarana, terutana komputer sudah lewat umur ekonomis dan perlu
peremajaan. Langkah nyata ada upaya membeli hanva saja bertahap, dan saat ini
sudah tidak ada dropping dan sistemnya pengadaan sendir:. Karena APBN harus
taat asas dan administrasinya, Kendala dana manajemen berkas, sebenarnva
berkas sudah ditata, Cuma belum tuntas, saat in: dalam proses menata ulang
berkas. Dan sudah saya buatkan usulan untuk tahun depan.

8. Strategi apa yang dilakukan untuk menghilangkan faktor-faktor penghambat
tersebut?
Motivasi anak buah dan melakukan evaluasi pekerjaan secara berkala.

9. Apa saran dan harapan kedepan terkait upaya optimalisasi pelayanan?
Meningkatkan sinergi dan komunikasi yang efektif, lebili kedalam dulu baru ke
luar (eksternal).

Informan §

. Bagaimana cara pemimpin dalam membangun kebersamaan dan mempengaruhi
orang lain dalam rangka upaya optimalisasi pelayanan?
Selama saya bekerja disini, saya lihat beliau cenderung fokus ke bisnis utama
yaitu penerimaan.

b

Apa saja yang dilakukan pemimpin dalam mendcrong peningkatan pelayanan
sehingga wajib pajak merasa nyaman?

Dorongan selama ini, beliau sangat fokus dengan pelayvanan dan penataan kantor.
Saya sudah berusaha untuk merelaisasikan. Satu kali beliau bicara dapat
diartikan jelas oleh bawahannya. Pola komunikasi tetap 2 arah.

3. Bagaimana upaya, terobosan, dan inovasi pemumpin dalam meningkatkan
semangat melayani?
Membenahi ruangan, tata ruangan bersth dan nyaman, karena kita lama di kantor.
Layout TPT murni kewenangan seksi pelayanan., ketika menvangkut kantor
secara keseluruhan, maka saya akan berkomunikasi terkait. Kemudahan
informasi wajib pajak, akses informasi, sarana penyampaian keluhan, sarana
wajib pajak lebih dipermudah. Adanya whatsapp blast, jadi sclama jam kerja
pelayanan chatting dan whatsaap selama jam kerja, wajib pajak dapat
mengajukan pertanyaa lewat whatsapp, pembuatan kode billing. Itu mampu
mengurangi antrian wajib pajak yang dating langsung.

4. Dimana posisi pemimpin dalam upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan

penerimaan pajak?
Posisi kepala kantor mampu meposisikan dimanapun dia dibutuhkan.
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Apa yang dilakukan pemimpin jika terjadi komplamn?
Jika ada komplain dianalisa dulu, tidak langsung menghakimi, jika yang benar di
pihak wajib pajak, kita akui dan perbaiki, jika kita yang benar tetap sesuai aturan.

6. Apa saja faktor-faktor pendorong upaya optimalisasi pelayanan?

Hal yg positif, dorongan, keunggulan posisi kantor, milik sendiri tidak terbagi
dengan unit lain dengan luas lokasi dan taman yang baik. Tiggal memelihara dan
membuat lebih hijau. Karena pelayanan adalah wajah institusi saya mgm kesan
positif saat wajib pajak datang itu dibarengi dengan penataan layout dan SDM
tentunya, utamanya SDM yang ramah. SOP Pckerjaan saya membuat kontrol
penjagaan permohounan dari hulu ke hilir sebagai antisipasi jangan sampai lewat,
sebuat catatan manual penjagaan vang berist warning permohonan yang
mendekati jatuh tempo. Utamanya untuk layanan unggulan.

7. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam upaya optimalisasi pelavanan?
Sebenarnya sudah ada regulasi mempermudah wajib pajak dengan mengurangi
kedatangan. Dari internal masalah pendanaan karena masuk rencana anggaran,
lalu SDM. Sebagai pegawai pajak upaya dan inovasi yang dilakukan memberikan
pelayanan secara masal seperti mengingatkan wajib pajak tentang batas waktu
penyampaian SPT dan memandu efilling secara massal. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya terbentur dengan rasio SDM

8. Strategi apa yang dilakukan untuk menghilangkan faktor-faktor penghambat
tersebut?

Diskusi ratin dan berkumpul di kantor atau ruangan mencari solusi

9. Apa saran dan harapan kedepan terkait upaya optimalisasi pelavanan?
Kecepatan bertindak bukan hanya dari KPP ke wajib pajak tapi juga kecepatan
antar seksi. Karena selama im image pelavanan hanya keluar.

Informan 6

1. Bagaimana cara pemimpin dalam membangun kebersamaan dan mempengaruhi
orang lain dalam rangka upaya optimalisasi pelayanan?
Gaya kepemimpinan kepala kantor tebuka dan motivasi kebawahan kuat, tegas
dan integritas kuat. Menurut saya hampir 90% kriteria pemimpin yang bagus ada
pada beliau.

2. Apa saja yang dilakukan pemimpin dalam mendorong peningkatan pelayanan
schingga wajib pajak merasa nyaman?
Bapak kepala kantor selalu berupaya melakukan pembaharuan untuk
meningkatkan pelayanan dan penerimaan. Suasana dan penataan kantor
mendapatkan penekanan terutama terkait kenyamanan pegawai dalam bekerja
serta pelayanan kepada wajib pajak.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43892



197

(98]

Bagaimana upaya, terobosan, dan imovast pemumpin dalam meningkatkan
semangat melayani?

Upaya terobosan inovasi sudah banyak ditakukan baik sarana fisik dan sistem,
Upaya inovasi terbatas karena bingkai aturan vang kita punya tidak bisa telalu
vulgar. Itu kelemahan ASN, ada aturan yg mengikat sekalipun 1denya bagus.

4. Dimana posisi pemimpin dalam upava optimalisasi pelayanan guna peningkatan
penerimaan pajak?
Bapak kepala kantor mampu meposisikan dimanapun dia dibutuhkan.

5. Apa yang dilakukan pemirapin jika terjads komplam?
Komplain saat ini sudah tidak terlalu banyak dan harus diselesaikan dengan hati-
hati dan cepat.

6. Apa saja faktor-faktor pendorong upaya optimalisasi pelavanan?
Penurunan tariff membuat wajib pajak lebih bersemangat, juimlah wajib pajak
yang bayar naik walaupun jumlah pembayarannya turan terkait penurunan tarif.

7. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam upaya optimalisasi pelayanan?
Kesadaran wajib pajak karena pelayanan tidak hanva hak, tetapt hak dan
kewajiban. Selain itu, ada penghambat di regulasi. Kendala sarana terutama
jaringan, dengan proses bisnis semua melalui IT dan sistem online, sehingga
apabila terjadi gangguan akan menyebabkan keluhan. Kendala jaringan tidak
selalu dari pihak kita melainkan juga pihak luar. Sarana dan prasarana, terutama
komputer sudah lewat umur ekonomis dan perlu peremajaan.

8 Strategi apa yang dilakukan untuk menghilangkan faktor-faktor penghambat
tersebut?
Menghadapi dengan persuasif dan memantau wajih pajak dengan coba
mengingatkan kewajiban perpajakan.

9. Apa saran dan harapan kedepan terkait upaya optimalisasi pelayanan?
Sarana dan prasarana karena banvak layanan on/ine dalam edukasi wajib pajak
terkendala jaringan. Alat geo tagging menggunakan pribadi.

Informan 7

1. Bagaimana cara pemimpin dalam membangun kebersamaan dan mempengaruhi
orang lain dalam rangka upaya optimalisasi pelayanan?
Lebih memberikan kesempatan dan mendorong anak buah untuk berkreatifitas.
Beliau lebih suka kasus diselesaikan ditingkat kepala seksi kecuali tidak bisa
diselesaikan baru ke level behau. Secara teknis diberikan ke anak buah.
Perbedaan pendapat dalam komunikasi terkadang ada, tapt bisa diselesaikan
dengan arahan beliau, setiap individu punya pemikiran yang berbeda adalah
wajar
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2. Apa saja yang dilakukan pemimpin dalam mendorong peningkatan pelayanan
sehingga wajib pajak merasa nyaman?
Beliau motivator yang baik. Tidak terdapat kesulitan bekerjasama karena gaya
kami hampir sama. Karena masalah baru dapat diselesaikan apabila ada
keterbukaan dan tidak ada disembunyikan. Putusan ada di beliau dengan
mempertimbangkan masukan dari bawahan.

(VS

Bagaimana upaya, terobosan, dan movasi pemimpin dalam meningkatkan
semangat melayani?

Upaya inovasi yang kepala kantor fakukan lebih memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya karena menurut beliau hal teknis dan percaya bawahannya bisa
menyelesaikan. Karena banyak tipikal pemimpin yang tidak percaya dan banyak
yang mengatur sesuai keinginannya sendirt.

4. Dimana posisi pemimpin dalam upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan
penerimaan pajak?
Posisi kepala kantor mampu meposisikan dimanapun dia dibutuhkan.

5. Apa yang dilakukan pemimpin jika terjadi komplain?
Komplain saat inm1 sudah tidak terlalu banyak, bapak kepala selalu mempelajari
komplain terlebih dahulu sebelum memberikan solusi,

6. Apa saja faktor-faktor pendorong upava optimalisasi pelayanan?
Memiliki sarana dan prasaraa vang baik.

7. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam upaya optimalisasi pelayanan?
Kuantitas SDM, rasio wajib pajak dan petugas pajak yang masih kurang ideal,
seperti masith mengantri padahal sudah ada layanan onl/ine. Dituntut komitmen
seluruh pegawai untuk memberikan pelavanan, karena SDM ditambah tanpa
komitmen akan tidak efisien dan optimal juga. Pendanaan kurang fleksibel
karena terkadang usulan tidak relevan, dan terdapat pembatasan terkait jumlah
biaya modal. Kadang pengadaan itu sudah dibutuhkan saat ini, seprti contohnya
SMS blast, saat 1t sudah perlu wharsapp blast. Susah untuk swirch apabila perlu
barang dalam suatu saat tertentu

8. Strategi apa yang dilakukan untuk menghilangkan faktor-faktor penghambat
tersebut?
Komitmen dari seluruh pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan dan memberikan
pelayanan dengan segala keterbatasan.

9. Apa saran dan harapan kedepan terkait upaya optimalisasi pelayanan?

Memberikan pelayanan secara masal dan menyampaikan hal hal lebih awal
kepada wajib pajak.
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Informan §

1. Bagaimana cara pemimpin dalam membangun kebersamaan dan mempengaruhi
orang lain dalam rangka upaya optimalisasi pelayanan ?
Kepala kantor mampu memberikan motivasi terutama di saat jenuh untuk
kewmbali fokus. Komunikas: dalam berbaga: kegiatan.

2. Apa saja yang dilakukan pemimpin dalam mendorong peningkatan pelayanan
schingga wajib pajak merasa nyaman?
Bapak kepala kantor selalu berupaya melakukan pembaharuan untuk
meningkatkan pelayanan dan  penerimaan. Suasana dan penataan kantor
mendapatkan penekanan terutama terkait kenyamanan pegawair dalam bekerja
serta pelayanan kepada wajib pajak .

3. Bagaimana upaya, terobosan, dan iovasi pemimpin dalam meningkatkan
semangat melayani?
TPT drombak agar lebih nyaman dan menjelang akhir tahun kita lakukan
langkah riil dan kemungkinan potenst.

4. Drumana posisi pemimpm daiam upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan
penerimaan pajak?
Posisi bapak kepala kantor mampu memposisikan dimanapun dia dibutuhkan.
Belaiu berada di depan ketika perlu suatu kebutuhan yang bersifat final, berada
ditengah ketika mengakomodir masukan dan saran, dan di belakang saat
mendorong pegawai. Pemimpin harus fleksibel, menurut saya kepala kantor
sudah mampu dan berhasil dalam peran dan posisinya.

5. Apa vang dilakukan pemimpin jika terjadi komplam?
Diklarifikasi untuk kemudian diselesaikan.

6. Apa saja faktor-faktor pendorong upava optimalisasi pelayanan?
Sistern yang mular berubah. Adanva perbedaan penghasilan tergantung kinerja
dan beban kerja.

7. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam upaya optimalisasi pelayanan?
Jumlah wayjib pajak dibandingkan jumlah pegawai.

8. Strategi apa yang dilakukan untuk menghilangkan faktor-faktor penghambat
tersebut?
Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan sosialisasi. Sosialisasi sangat
penting, misalnya saat berjalannya program pengampunan pajak, banyak wajib
pajak, perusahaan, kelompok masyarakat datang langsung meminta dan
mengirimkan surat untuk memohon diadakan sosialisasi. Atas dasar surat dan
permohonan tersebut, kepala kantor kemudian berkoordinasi dan memerintahkan
tun seksi terkait untuk melaksanakan sosialisasi
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9. Apa saran dan harapan kedepan terkait upaya optimalisasi pelayanan?
Sinergi dan komunikasi untuk menjaga kekompakan.

Informan 9

1. Bagaimana cara pemimpin dalam membangun kebersamaan dan mempengaruhi
orang lain dalam rangka upaya optimalisasi pelayanan?
Gaya kepemimpinan kepala kantor sudah mengangap pegawai sebagai mitra.
Atasan tetap juga mendengar masukan karena merupakan dasar pengambilan
keputusan. Bapak kepala kantor sangat fokus terhadap pelayanan dan
penerimaan. Dalam proses mencapai kedua hal tersebut, bapak kepala kantor
selalu menekankan perihal betapa pentingnya integritas seluruh pegawai,
mengingat instansi pajak menjadi sorotan utama masyarakat umum.

2. Apa saja yang dilakukan pemimpin dalam mendorong peningkatan pelayanan
sechingga wajib pajak merasa nyaman?
Memberikan motivast kerja di pajak adalah tugas mulia karena 70% menopang
APBN, motivasi kebawahan agar bekerja maksimal yang penting proses dan
berusaha jika kaitan dengan hasil bisa campur tangan dan rejeki mendadak.
Dalam berbagai kegiatan IHT dan bimbingan teknis, selain perthal aturan
perpajakan, kepala kantor selalu mengingatkan pegawai bahwa integritas adalah
harga mati. Bahkan, beberapa kali secara khusus kepala kantor meminta waktu
khusus untuk menyampaikan perihal integritas dihadapan seluruh pegawai.

3. Bagaimana upaya, terobosan, dan inovasi pemimpin dalam meningkatkan
semangat melayanm?
Upaya movast melakukan pengawasan sendiri terkait permohonan serta
komunikasi dengan seksi lain.

4. Dimana posisi pemimpin dalam upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan
penerimaan pajak?
Bapak selalu fleksibel dalam memimpm, beliau selalu menyesuaikan posisi
sesuai kondisi. Posisi bapak kepala kantor mampu memposisikan dimanapun dia
dibutubikan.

5. Apa yang dilakukan pemimpin jika terjadi komplain?
Komplain ada, cuma setelah diklarifikasi dapat diselesaikan.

6. Apa saja faktor-faktor pendorong upaya optimalisasi pelayanan?
Semangat melayani, kemauan belajar yang besar dan kekompakan.

7. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam upaya optimalisasi pelayanan?
Dari internal adalah jumlah SDM dan regulasi flahdisk menghambat karena
Cuma 1 PC yang bisa dipakat dibawah. Sedangkan dari eksternal, wajib pajak
yang manja kemauan dan kemampuan belajar mandiri kurang.
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8. Strategi apa vyang dilakukan untuk menghilangkan faktor-faktor penghambat
tersebut?
Strategi dengan komunikasi dan persuasif.

9. Apa saran dan harapan kedepan terkait upaya optimalisasi pelayanan?
Koordinasi dan komunikas: antar seksi.

Informan 10

1. Baganmana cara penmimpin dalam membangun kebersamaan dan mempengaruhi
orang lain dalam rangka upaya optimalisasi pelayanan?
Selama ini beliau telah melakukan pola kepemumpinan dengan baik dan
memberikan kepercayaan dengan memberikan keputusan kepada koridor-koridor
kewenangan sesuai jabatan. Beliau menerapkan komunikasi terbuka.

2. Apa saja yang dilakukan pemimipin dalam mendorong peningkatan pelayanan
sehingga wajib pajak merasa nyaman?
Bapak selalu memberikan dorongan dengan berbagai pola utamnya terkait target
utamanya capaian penvelesaian pekerjaan secara spesifik dan motivasi integritas
hamper setiap saat. Beberapa keputusan stretegis saya secara khusus minta waktu
dan beliau terbuka, usulan tersbut tetap dibicarakan dengan berbagai masukan,
seperti pembagian tim.Behau sangat percaya dengan mekanisme yang sudah ada
karena kita sudah bekerja sesuat mekanisme selama mi.

3. Bagaimana upaya, terobosan, dan inovasi pemimpin dalam meningkatkan
semangat melavani?
Dahulu sebelum e-spr banyak waib pajak antri di masa terakhir laporan, disitu
kepala kantor melihat dan mencari solusi dengan menambah pegawai bertugas
untuk melayani di hari-hari tertentu rendekati batas waktu pelaporan membantu
vang sudah ada.

4. Dimana posist pemimpin dalam upaya optimalisasi pelayanan guna peningkatan
penerimaan pajak?
Posisi kepala kantor kadang mendorong, kadang menjembatani, kadang di depan,
tergantung kapasitas dan situasi anak buah dan kasusnya, beliau akan turun
langsung bawahannya tidak dapat memberikan kinerja sesuai harapan beliau agar
kinerja terbut sesuai

5. Apa yang dilakukan pemimpin jika terjadi komplain?
Komplain akan selalu ada walaupun saat in1 sudah tidak terlalu banyak, saya
selalu meminta bantuan beliau selaku pimpinan dan beliau tidak akan
meninggalkan kami.
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6. Apa saja faktor-faktor pendorong upaya optimalisasi pelayanan?
Memiliki sarana dan prasarana yang baik utama gedung kantor dan parkir
sendir1.

7. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam upaya optimalisasi pelayanan?
Faktor menghambat dari internal sudah ebrusaha maksimal, dari eksternal wajib
pajak, tingkah laku, kesadaran dan pengetahuan wajib pajak. Kita sudah merasa
melakukan pelayanan prima cuma kadang yang mentlai juga para stakeholder.

8. Strategi apa yang dilakukan untuk menghilangkan faktor-faktor penghambat
tersebut?
Strategi dengan sostalisasi dan publikasi.

9. Apa saran dan harapan kedepan terkait upaya optimalisasi pelayanan?
Integritas adalah hal wajib untuk selalu diberikan kepada setiap pegawai.
Profesional untuk selalu dijaga melalw IHT dan pendidikan karena wajib pajak
selangkah bisa jad: selangkah lebih maju. Kebijakan mutas: sudah batk. agar
pegawai punya kecukupan dan kecakapan di segala bidang.
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